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ABSTRAK 

EFEKTIFITAS PADA AKIP (AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI 
PEMERINTAH) BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN 

SUMBER DA YA MANUSIA (BKPSDM) KABUPATEN JEMBER ( Studi 
Kasus Pelaksanaan Anggaran Tahon 2017 ) 

INNEKE HASTUTI 

Universitas Terbuka 

innekehastuti 1992@gmail.com 

Kata Kunci Akuntabilitas, SAKIP 

Buruknya perencanaan, rendahnya kualitas SDM, kurangnya komitmen 
pencapaian tujuan, menyebabkan program tidak berjalan sesuai dengan target 
dalam perencanaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengamati tingkat efektifitas 
Akuntabilitas Kinera Instansi Pemerintah (AK.IP) Badan Kepegawaian dan 
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jember. Desain penelitian yang 
digunakan adalah menggunakan penelitian deskriptif, dengan pendekatan 
kualitatif. Penentuan narasumber dan informan ini dilakukan secara purposive, 
yaitu memilih narasumber yang paling berkompeten memberikan informasi dan 
data yang diperlukan yaitu beberapa pejabat BKPSDM dan staflnspektorat yang 
terkait dalam proses Pelaksanaan dan penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerj a 
Instansi Pemerintah (SAKIP). Pengumpulan data dilakukan dengan cara interview 
dan observasi yang kemudian dianilisis secara deskriptif. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa Penerapan AKIP pada BKPSDM Kabupaten Jember tidak 
berjalan efektif dikarenakan mayoritas program yang dijalankan tidak mencapai 
target pada realisasinya, yakni sebesar 57% program. Untuk itu rekomendasi yang 
dapat diberikan adalah BKPSDM Kabupaten Jember melakukan pengembangan 
Sumber Daya Manusia, secara rutin memastikan bahwa perencanaan yang di buat 
dan ditetapkan masih relevan dengan kondisi terkini, serta melakukan evaluasi 
internal atas pelaksanaan program/kegiatan. 
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ABSTRACT 

EFFECTIVENESS OF AKIP (ACCOUNT ABILITY OF GOVERNMENT INSTITUTION 
PERFORMANCE) IN Tiffi CIVIL SERVICE AGENCY AND HUMAN RESOURCES 

DEVELOPMENT (BKPSDM) JEMBER DISTRICT 
(2017 Budget Implementation Case Study) 

INNEKE HASTUTI 

Universitas Terbuka 

innekehastuti I 992@gmail.com 

Key word : Accountability, AKIP 

Poor planning, low quality of human resources, lack of commitment to 
achieving goals, cause programs not to run according to the targets in planning. 
This study aims to observe the level of effectiveness of the Government 
Institution Kinera Accountability (AKIP) Human Resources Development and 
Human Resources Agency in Jember Regency. The research design used was 
descriptive research, with a qualitative approach. Determination of informants and 
informants was done purposively, namely choosing the most competent resource 
persons to provide the necessary information and data, namely some officials of 
BKPSDM and staff of related Inspectorates in the Implementation process and 
assessment of Government Institution Performance Accountability Systems 
(SAKIP) Data collection is done by means of interviews and observations which 
are then analyzed descriptively. The results showed that the AKIP Application in 
BKPSDM in Jember Regency did not work effectively because the majority of 
programs implemented did not reach the target of realization, which was 57% of 
the programs. For this reason, the recommendations that can be given are the 
BKPSDM in Jember Regency developing Human Resources, routinely ensuring 
that the plans made and determined are still relevant to the current conditions, as 
well as conducting internal evaluations of the implementation of programs I 
activities. 
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BAB IV 

BASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Badan Kepegawaian dan Pengembangan Somber 

Daya Manusia Kabupaten Jember 

Berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 6 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati dan 

Peraturan Bupati Jember Nomor 60 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Sumber Daya Manusia Kabupaten Jember, Badan Kepegawaian 

dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) merupakan unsur 

penun1ang pemerintahan di bidang kepegawaian serta pendidikan dan 

pelatihan. 

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang kepegawaian 

serta pendidikan dan pelatihan yang diemban harus mampu mewujudkan 

pengelolaan manajemen kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan yang 

diemban harus mampu mewujudkan pengelolaan manajemen kepegawaian 

dan memilik:i komitmen untuk melaksanakan perubahan paradigma 

pengelolaan sumber daya kepegawaian yang menekankan hak dan kewajiban 

pegawai menuju perspektif baru manajemen pengembangan sumber daya 

manusia secara strategis mulai dari pengadaan sampai dengan pemberhentian 

aparatur. 
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4.1.1 Visi dan Misi 

a. VIS I 

82 

"TERWUJUDNYA APARATUR PEMERINTAH KABUPATEN 

JEMBER YANG PROFESIONAL DAN SEJAHTERA" 

Secara dimensional VISI adalah suatu pola pikir yang 

berfokus pada keberhasilan dimasa depan. Dengan berdasarkan 

pemikiran masa kini dan pengalaman masa lalu. VISI Badan 

Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Jember 

dirumuskan dalam rangka menterjemahkan dan menjabarkan VISI 

dan MISI Bupati Jember (VISI: Terwujudnya Masyarakat Jember 

yang Kreatif, Sejahtera, Agamis dan Bermartabat). 

b. MISI 

• Mewujudkan peningkatan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan 

kesehatan yang berkualitas dan terjangkau; 

• Mengedepankan partisipasi dan menumbuhkembangkan kreatifitas 

masyarakat dalam pembangunan; 

• Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang mengarah pada 

peningkatan kualitas hidup masyarakat; 

Bila kita perhatikan VISI dan MISI Bupati Jember tersebut 

diatas. Ada ha! penting yang terkait langsung dengan tugas dan pokok 

Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Jember. 
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Diantaranya yaitu Menyelenggarakan Pemerintahan Yang Berkualitas 

Dengan Prioritas Pembangunan Diarahkan Pada Peningkatan Kualitas 

Apatarur Melalui Pendidikan dan Pelatihan. 

Dalam rangka konsistensi dan sinkronisasi terwujudnya VISI 

dan MISI Bupati Jember maka Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan SDM Kabupaten Jember untuk 5 (lima) tahun kedepan 

(2016 - 2021) merumuskan VISI, sebagai berikut : 

"Terwujudnya Aparatur Pemerintah Kabupaten Jember Yang 

Profesional Dan Sejahtera " 

c. MISI Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten 

Jember 

Guna mewujudkan VISI Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan SDM Kabupaten Jember, yaitu Terwujudnya Pegawai 

di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember Yang Profesional Dan 

Sejahtera. Maka perlu dirumuskan MISI yang harus dilaksanakan dan 

dijadikan pedomar1 oleh Badan Kepegawaian Kabupaten Jember 

untuk 5 (lima) tahun kedepan (2016 - 2021). Sehingga dengan 

demikian upaya pencapaian VISI akan lebih fokus dan terarah. 
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Adapun MISI Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM 

untuk lima tahun kedepan ( 2016 - 2021) sebagai berikut: 

• Meningkatkan 

kompetensinya 

sumberdaya aparatur sesua1 bi dang 

• Mengoptimalkan kinerja aparatur sesua1 tugas pokok dan 

fungsinya 

• Mewujudkan aparatur yang patuh terhadap peraturan 

kepegawaian 

• Mewujudkan pelayanan kepegawaian yang prima 

4.1.2 Tugas dan Fungsi Organisasi 

Secara detail, tu gas dan fungsi struktur organi sasi Badan 

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten 

Jember, menurut Peraturan Bupati Jember Nomor 60 Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata 

Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Kabupaten Jember, adalah sebagai berikut : 

I. KEPALA BADAN 

Tugas Pokok dan Fungsi 

1. menyelenggarakan kewenangan dibidang kepegawaian, 

pendidikan dan pelatihan 

2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia dipimpin oleh Kepala Badan yang berada dibawah 
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dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris 

Kabupaten. 

2. SEKRETARIAT 

a. Tugas Pokok 

merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan 

mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, 

perlengkapan, penyusunan program dan keuangan serta tugas 

lain yang diberikan oleh Kepala Badan. 

b. Fungsi 

• pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, administrasi 

kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan 

urusan rumah tangga; 

• pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan 

perundang-undangan; 

• pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang; 

• pengelolaan kearsipan Badan; 

• pelaksanaan monitoring dan evaluasi organ1sas1 dan 

tatalaksana; dan 

• pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Badan. 

Sekretariat terdiri dari : 

1) Sub bagian Umum dan Kepegawaian; 

2) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan ; dan 
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3) Sub bagian Keuangan. Masing-masing memiliki tugas 

sebagai berikut : 

1) Sub bagian Umum dan Kepegawaian : 

a. Tugas Pokok 

• Melaksanakan penenmaan, pendistribusian dan pengmman 

surat penggandaan naskah dinas dan kearsipan; 

• Menyelenggarakan urusan rumah tangga dan keprotokolan; 

• Melaksanakan tugas di bidang hubungan masyarakat; 

• Mempersiapkan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian 

menyelenggarakan tata usaha kepegawaian lainnya; 

• Melakukan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan 

dan perawatan peralatan/aset, pengamanan, usulan penghapusan 

aset serta menyusun laporan pertanggungjawaban atas barang­

barang inventaris; dan 

• Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris. 

b. Fungsi 

• Pelaksanaan tata usaha umum dan tata usaha pimpinan Badan; 

• Pelaksanaan tata naskah dinas, tata kearsipan, urusan rumah 

tangga dan protokol; 

• Pengurusan perbaikan kantor dan bangunan lain milik Badan; 

• Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang administrasi 

perkantoran dan perlengkapan; 
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• Pengurusan kendaraan dan alat-alat pengangkutan lain milik 

Badan; 

• Pelaksanaan persiapan upacara-upacara, pertemuanpertemuan 

dan rapat-rapat dinas serta persiapan penerimaan dan pengaturan 

tamu; 

• Penyelenggaraan pengelolaan tata usaha kepegawaian; 

• Persiapan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian dan 

penyelenggaraan tata usaha kepegawaian lainnya; 

• Penyusunan rencana kebutuhan barang perlengkapan dan 

perbekalan; 

• Pelaksanaan tata usaha barang peralatan dan perbekalan; 

• Pelaksanaan pengadaan, pembinaan, penggunaan, 

penggudangan serta pemeliharaan barang peralatan dan 

perbekalan; 

• Penyiapan bahan untuk penyusunan alokasi serta melakukan 

distribusi barang peralatan dan perbekalan; 

• Penyiapan bahan untuk penghapusan barang serta 

penginventarisasian barang yang dikelola oleh Badan; dan 

• Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas 

2) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan 

a. Tugas Pokok 

• Meghimpun data dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan 

program; 
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• Melaksanakan pengolahan data dan perencanaan program; 

• Menyiapkan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan 

perundang-undangan; 

• Menghimpun data dan menyiapkan bahan penyusunan program 

anggaran; 

• Melaksanakan monitoring dan evaluasi; dan 

• Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris. 

b. Fungsi 

• Pelaksanaan koordinasi penyusunan program dan anggaran 

dengan bidang; 

• Pelaksanaan penghimpunan, pengolahan data dan perencanaan 

program; 

• Penghimpunan data dan menyiapkan bahan penyusunan 

program anggaran; 

• Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program; 

• Penghimpunan dan pengolahan bahan-bahan untuk penyusunan 

anggaran; 

• Pelaksanaan koordinasi, penyusunan penataan kelembagaan, 

ketatalaksanaan dan perundang-undangan; dan 

• Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan 

tugas. 

3) Sub Bagian Keuangan 

a. Tugas Pokok 
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• Melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji 

pegawa1; 

• Melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan; 

• Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan 

pengelolaan keuangan; dan 

• Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris. 

b. Fungsi 

• Pengolahan tata usaha keuangan atau pembukuan realisasi 

anggaran pendapatan dan belanja badan; 

• Pelaksanaan perhitungan dan verifikasi anggaran; 

• Pelaksanaan tata usaha pembayaran gaji pegawai; 

• Penyelesaian tuntutan ganti rugi serta biaya-biaya lain sebagai 

pengeluaran badan; 

• Pelaksanaan evaluasi pengelolaan anggaran; dan 

• Penyusunan laporan keuangan. 

c. BIDANG FORMASI, PENGADAAN DAN DATA PEGAWAI 

a. Tugas Pokok 

• Menyusun, merencanakan, formasi, pengadaan dan pengelolaan 

data base Aparatur Sipil Negara ( ASN) serta tugas lain yang 

diberikan oleh Kepala Badan 

b. Fungsi 

• pelaksanaan dan penyusunan formasi ASN; 
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• penyiapan pemanfaatan dan penempatan Calon Pegawai Negeri 

Sipil (CPNS); 

• penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) pegawa1, 

pemrosesan administrasi penetapan Nomor induk Pegawai 

(NIP), kartu pegawai, kartu Istri/suami (Karis I Karsu) pegawai, 

serta pengelolaan sistem Informasi Manajemen Kepegawaian; 

• penyiapan, pelaksanaan penerimaan serta penyertaan pendidikan 

ikatan dinas; 

• pelaksanakan ujian dinas dan ujian penyesuaian ljasah; 

• pemprosesan penerbitan surat tugas belajar, ijin belajar dan 

keterangan memiliki ijazah; dan 

• penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan 

tugas. 

Bidang Formasi, Pengadaan dan Data Pegawai terdiri dari I) Sub. 

Bidang Formasi dan Pengadaan Pegawai; 2) Sub. Bidang Pengelolaan 

Data Pegawai. Masing-masing memiliki tugas sebagai berikut : 

I) Sub Bidang Formasi dan Pengadaan Pegawai: 

a. Tugas Pokok 

• Menyiapkan penyusunan formasi pegawai; 

• Merencana kebutuhan pegawai dan penyelenggaraan 

• Pengadaan pegawai; 

• Memproses penerbitan surat tugas belajar, ijin belajar dan 

• Keterangan memiliki ijazah; dan 
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• Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang. 

b. Fungsi 

• Penyiapan, penyusunan formasi pegawai dan rencana kebutuhan 

pegawa1; 

• Penyiapan dan penyelenggaraan rekruitmen I pengadaan 

pegawa1 

• Penyiapan proses penetapan nomor induk pegawa1 (nip) dan 

pengangkatan cpns; 

• Penyiapan rencana pemanfaatan dan penempatan cpns; 

• Pelaksanakan ujian dinas dan ujian penyesuaian ijasah; 

• Penyiapan dan pelaksanaan penerimaan serta penyertaan 

pendidikan ikatan dinas; 

• Pemrosesan penerbitan surat tugas belajar, IJin belajar dan 

keterangan memiliki ijazah; dan 

• Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan 

tugas. 

2) Sub Bidang Pengelolaan Data Pegawai; 

a_ Tugas Pokok 

• Men)'usun dan mengelola sistem Informasi Manajemen 

Kepegawaian dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang_ 

b. Fungsi 
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• Penyusunan dan pengelolaan sistem Informasi Manajemen 

Kepegawaian; 

• Penyusunan DUK pegawai; 

• Pemberian fasilitasi pembuatan kartu pegawa1 dan kartu 

suami/istri; 

• Pengelolaan administrasi pegawai tidak tetap; dan 

• Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas 

d. BIDANG MUTASI PEGA WAI 

a. Tugas Pokok 

• Merencanakan melaksanakan dan mengkoordinasikan penyelesaian 

administrasi pengangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji 

berkala, mutasi pegawai lainnya, penyumpahan pegawai serta tugas 

lain yang diberikan oleh Kepala Badan. 

b. Fungsi 

• Penyelenggaraan administrasi kepegawaian meliputi pengangkatan, 

CPNS menjadi PNS, kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala 

pegawa1; 

• Penyelenggaraan administrasi kepegawaian meliputi pengangkatan, 

pemindahan dan pemberhentian pegawai dalam jabatan; 

• Penyelenggaraan pembinaan dan pemberian pertimbangan hukum 

serta perundang-undangan di bidang kepegawaian; 
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• Penyelenggaraan proses penetapan Penilaian Angka Kredit Jabatan 

Fungsioal; 

• Penyiapkan bahan I data administrasi kepegawaian pada Badan 

Pertimbangan Jabatan dan kepangkatan (Baperjakat); 

• Penyiapan tim penilai angka kredit; 

• Pelaksanaan penyumpahan pegawai; dan 

• Penyusu nan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas. 

Bidang Mutasi Pegawai terdiri dari I) Sub. Bidang Mutasi Tenaga 

Administrasi; 2) Sub. Bidang Mutasi Tenaga FungsionaL Masing-masing 

memiliki tugas sebagai berikut : 

I) Sub Mutasi Tenaga Administrasi; 

a. Tugas Pokok 

• Pengadministrasian kepegawaian yang meliputi pemindahan, 

pengangkatan, pemberhentian dalam jabatan, kenaikan pangkat, 

kenaikan gaji berkala bagi tenaga administrasi serta tugas lain yang 

diberikan oleh Kepala Bidang. 

b. Fungsi 

• Penyelenggaraan administrasi kepegawaian yang meliputi 

pengangkatan CPNS menjadi PNS dan pemindahan tenaga 

administrasi; 
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• Penyelenggaraan administrasi kepegawaian yang meliputi 

pemindahan, pengangkatan, pemberhentian dalam jabatan, 

kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala bagi tenaga administrasi; 

• pemberian pertimbangan hukum dan perundang-undangan di 

bidang kepegawaian; penyiapan bahan pada tim Baperjakat untuk 

persyaratan kenaikan pangkat tenaga administrasi dan 

pengangkatan dalam jabatan struktural; 

• pelaksanakan penyumpahan tenaga administrasi; dan 

• penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas. 

2) Sub Bidang Mutasi Tenaga Fungsional; 

a. Tugas Pokok 

• Pengadministrasian kepegawaian, pemindahan, pengangkatan, 

pemberhentian dalam jabatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji 

berkala bagi tenaga fungsional dan tugas lain yang diberikan oleh 

Kepala Bidang. 

b. Fungsi 

• Penyelenggaraan administrasi kepegawaian yang berkaitan dengan 

pengangkatan CPNS menjadi PNS dan pemindahan tenaga 

fungsional; 

• Penyelenggaraan administrasi pemindahan, pengangkatan, 

pemberhentian dalam jabatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji 

berkala bagi tenaga fungsional; 
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• Pemberian pertimbangan hukum dan perundang-undangan 

dibidang kepegawaian; 

• Penyiapan bahan pada tim Baperjakat untuk persyaratan kenaikan 

pangkat dan pengangkatan dalam jabatan fungsional; 

• Pelaksanakan penyumpahan tenaga fungsional; 

• Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; 

dan 

• Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

d. BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN 

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 

a. Tugas Pokok 

• Melaksanakan tugas penyusunan, perencanaan dan pelaksanaan 

peningkatan sumber daya manusia aparatur pemerintah serta tugas lain 

yang diberikan oleh Kepala Badan 

b. Fungsi 

• Pemetaan kompetensi aparatur pemerintah; 

• Identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi aparatur pemerintah; 

• Perencanaan pengembangan sdm melalui pendidikan formal dan 

kediklatan; 

• Pengkoordinasian dan peny1apan administrasi penyelenggaraan 

dan/atau penyertaan aparatur pemerintah dalam pelaksanaan 

pendidikan dan pelatihan aparatur; 
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• Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan diklat dan dampak 

diklat; dan 

• Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas. 

Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pendidikan dan 

Pelatihan terdiri dari I) Sub. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia; 

2) Sub. Bidang Pendidikan dan Pelatihan. Masing-masing memiliki tugas 

sebagai berikut : 

I) Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia; 

a. Tugas Pokok 

• Memetakan kompetensi aparatur pemerintah; 

• Mengindentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi 

aparatur; 

• Mengkoordinakasikan dan menyiapkan tugas belajar dan ijin 

belajar; 

• Melaksanakan evaluasi dampak pendidikan dan pelatihan bagi 

alumni peserta pendidikan dan pelatihan; dan 

• Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang. 

b. Fungsi 

• Penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan program 

pembangunan perhubungan, pemukiman, tata ruang tata guna 

tanah; 

• Pemetaan kompetensi aparatur pemerintah; 
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• Identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi aparatur; 

• Perencanaan pengembangan SDM melalui pendidikan formal 

berdasarkan formasi kebutuhan aparatur; 

• Pelaksanaan konsultasi dan koordinasi antar lembaga terkait 

pengembangan SDM; 

• Penyiapan calon peserta program pengembangan SDM Aparatur 

kediklatan; 

• Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dampak pendidikan dan 

pelatihan bagi alumni peserta pendidikan dan pelatihan; dan 

• Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas. 

2) Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan; 

a. Tugas Pokok 

• Mengkoordinasikan dan melaksanakan teknis penyelenggaraan 

pendidikan dan pelatihan aparatur; 

• Mengkoordinasikan dan menyiapkan administrasi yang 

berkaitan dengan penyertaan pendidikan dan pelatihan aparatur; 

dan 

• Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang. 

b. Fungsi 

• Pengkoordinasian kegiatan perencanaan pembangunan pengairan, 

sumberdaya alam danpemeliharaan lingkungan hidup; 

• Pelaksanaan perencanaan pengembangan Sumber Daya Manusia 

melalui program kediklatan; 

43779.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



98 

• Pengkoordinasian dan pelaksana teknis penyelenggaran pendidikan 

dan pelatihan aparatur; 

• Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan serta 

penyertaan kediklatan; dan 

• Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas. 

e. BIDANG PEMBINAAN DAN KESEJAHTERAAN PEGA WAI 

a. Tugas Pokok 

• Melaksanakan pembinaan dan upaya peningkatan kesejahteraan 

pegawai serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan 

b. Fungsi 

• Perencanaan dan pengurusan kegiatan peningkatan disiplin kinerja, 

kesejahtaraan pegawa1, pemberian penghargaan dan tanda 

kehormatan; 

• Pelaksanaan segala sesuatu yang berkenaan dengan kedudukan hukum 

pegawa1; 

• Pelaksanaan penyusunan program dan petunjuk pembinaan pegawai; 

• Pemrosesan kelengkapan administrasi bagi pegawai yang terkena 

sanksi akibat pelanggaran disiplin dan perceraian pegawai; 

• Penyelenggaraan administrasi pegawa1 yang akan 

diberhentikan/pensiun dan cuti pegawai; 

• Pemrosesan kelengkapan administrasi bagi pegawai yang mengajukan 

ijin mengikuti pemilihan kepala desa; 
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• Pengelolaan penilaian prestasi kerja pegawai; 

• Pengajuan kartu taspen dan asuransi pegawai; dan 

• Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas. 

Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai terdiri dari I) Sub. 

Bidang Litbang; 2) Sub. Bidang Data dan Pelaporan. Masing-masing 

memiliki tugas sebagai berikut : 

I) Sub Bidang Pembinaan Pegawai; 

a. Tugas Pokok 

• Menyusun program dan petunjuk pembinaan pegawai yang terkait 

dengan peningkatan disiplin dan kinerja aparatur serta tugas lain 

yang diberikan oleh Kepala Bidang. 

b. Fungsi 

• Pelaksanaan penyusunan program dan petunjuk pembinaan 

pegawai dalam rangka meningkatkan disiplin dan kinerja aparatur; 

• Penyiapan dan pemrosesan kelengkapan administrasi bagi pegawai 

yang terkena sanksi akibat pelanggaran disiplin; 

• Penyiapan dan pemroses kelengkapan administrasi bagi pegawa1 

yang mengajukan ijin perceraian ; 

• Pengurusan yang berkenaan dengan kedudukan hukum pegawai; 

• Pengelolaan penilaian prestasi kerja pegawai; dan 

• Penyiapan dan pemrosesan kelengkapan administrasi bagi pegawai 

yang mengajukan ijin pemilihan kepala desa; dan 
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• Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas. 

2) Sub Bidang Pensiun dan Kesejahteraan Pegawai; 

I. Tugas Pokok 

• Melaksanakan kegiatan peningkatan kesejahteraan pegawai; 

• Memproses kelengkapan dan administrasi pensiun; dan 

• Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang. 

2. Fungsi 

• Penyiapan dan penyelesaian administrasi pensiun pegawai; 

• Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan 

kesejahteraan pegawa1, pemberian penghargaan dan tanda 

kehormatan kepada pegawai; 

• Proses pemberian cuti bagi pegawa1 dan bebas tugas menjelang 

pensmn; 

• Pengurusan kelengkapan administrasi yang berkenaan dengan 

tabungan perumahan bagi pns; 

• Pengajuan kartu taspen dan asuransi kesehatan pegawai; dan 

• Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas. 
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4.2 Basil Penelitian 

4.2.1 Standard Kinerja BKPSDM 

Secara rutin BKPSDM Kabupaten Jember melakukan 

penyusunan perencanaan secara rutin, terpadu dan terstruktur 

mengikuti jadwal yang resmi Pemerintab Kabupaten Jember. 

Penyusunan perencanaan tersebut termaktub dalam sebuah dokumen 

1. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra) 

yang merupakan turunan dari Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) 

2. Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) yang merupakan turunan 

dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 

3. Rencana Kerja Tabunan (RKT) yang merupakan turunan dari 

Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) 

Disini penulis melihat mekanisme alur dari dokumen 

perencanaan tersebut. Untuk mengawali mekanisme tersebut kita 

perlu mengetahui inti dari dokumen perencanaan yang dimaksud. 

• RPJMD merupakan dokumen yang berisi arah pembangunan 

jangka waktu limat tabun. Dalam dokumen ini mengacu pada 

visi, misi, dan program kepala daerah. Program dan kegiatan 

sesua1 dengan urusan pemerintah yang menjadi batas 

kewenangan daerah, dengan mempertimbangkan 

kemampuan/k:apsitas keuangan daerah. Penyusunan RPJMD 
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ini sangat memperhatikan RPJM Nasional dan SPM yang telah 

ditetapkan dengan tetap berpedoman pada RPJPD. Untuk 

urutan penyusunan kegiatannya sama dengan mekanisme 

RPJPD. 

• RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD sehingga 

penyusunannya memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

a. RKPD mengacu prioritas pembangunan RKP dan m1 

berlaku pada provinsi, kabupaten, dan kota, 

b. Bentuk aspirasi masyarakat yang menjadi skala prioritas 

para pemangku kepentingan pembangunan melalui 

musrenbang desa, kelurahan, kecamatan, SKPD, dan 

musrenbang kabupaten/kota. 

• RENSTRA SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD 

yang berjangka waktu S (lima) tahun, disusun dalam rangka 

mengopresionalkan RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi 

masing-masing SKPD sesuai bidang dan kewenangan daerah. 

Renstra SKPD disusun dengan berpedoman pada RPJMD dan 

SPM, dengan materi dan substansi utama membuat visi, misi, 

tujuan, strategis, kebijakan, program, dan kegiatan 

pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta 

rancangan awal RPJMD. 

• RENJA SKPD merupakan dokumen rencana pembangunan 

SKPD yang berjangka 1 tahun, memuat kebijakan, program, 
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dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas fungsi SKPD. 

Dokumen RENJA SKPD merupakan proyeksi dari RKPD, 

dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat sesua1 

kesepakatan yang dicapai dalam musrenbang desa I kelurahan I 

kecamatan I SKPD I provinsi I kabupaten I kota. 

RPJMD ini selanjutnya menjadi pedoman bagi 

pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Jember. Untuk 

pelaksanaan Iebih lanjut, RPJMD ini menjadi pedoman dalam 

penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA PD) dan dijabarkan 

ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tiap 

tahun yang kemudian menjadi pedoman penyusunan 

Rancangan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (RAPBD) pada setiap tahunnya. 

RENSTRA PD dijadikan pedoman dan RKPD dijadikan acuan 

dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA PD) yang 

kemudian menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja dan 

Anggaran (RKA PD) dalam rangka penyusunan RAPBD. 

Dalam proses penyusunan RPJMD dilakukan beberapa tahapan 

mulai dari persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, 

penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir dan 

penetapan perda RP JMD. 

Pada dasarnya dibutuhkan adanya, antara dokumen­

dokumen di atas dibutuhkan ketersesuaian antar dokumen 
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perencanaan yang dimiliki oleh BKPSDM Kabupaten Jember 

tersebut. Keterkaitan dokumen antara yang satu dengan lainnya 

menjadi penting karena untuk mengukur sejauhmana 

kesesuaian perencanaan sejak pemerintah menetapkan visi 

pembangunan 5 tahun (RPJMD) hingga penyusunan program 

dan kegiatan yang dilakukan setiap tahun. 

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang 

dilakukan penulis terhadap narasumber II pada hari Rabu 

tanggal 14 November 2018 dengan pemyataan sebagai berikut 

" Salah satu ha! yang menjadi poin penting untuk 
mengamati tingkat akuntabilitas masing-masing lembaga/OPD 
adalah dengan melihat ketersesuaian antara dokumen 
perencanaan yang dimiliki. RPJMD hams tertuang dalam 
Renstra, Renstra harus tertuang dalam Renja, Renja harus 
relevan dengan RKT. " 

Dalam bab ini penulis akan memaparkan terkait 

komponen-komponen apa yang menjadi standard dalam 

pelaksanaan kinerja BKPSDM. Standard tersebut di tertuang di 

dalam dokumen perencanaan yang terdiri atas : 

I. Rencana Pembangunan J angka Menengah Daerah (RP JMD) 

Kabupaten Jember. Dalam ha! ini yang menjadi bahan 

penelitian penulis adalah RPJMD Kabupaten Jember 2016 

s.d. 2021 
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2. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra) 

BKPSDM Kabupaten Jember. Dalam ha! ini yang menjadi 

bahan penelitian penulis adalah RENSTRA BKPSDM 

Kabupaten Jember tahun 2016 s.d 2021 

3. Rencana Kerja Tahunan (RKT) BKPSDM Kabupaten 

Jember. Dalam hal ini yang menjadi bahan penelitian 

penulis adalah RKT BKPSDM Kabupaten Jember tahun 

2017. 

4.2.2.1 Gambaran Perencanaan RPJMD Kabupaten Jember Tahon 

2016 s.d 2021 

1. Misi 

Untuk mewujudkan visi pembangunan Jember 

Tahun 2016-2021 yaitu "Jember Bersatu Menuju 

Terwujudnya Masyarakat Makmur, Sejahtera, Berkeadilan, 

dan Mandiri", tersebut, ditempuh melalui 3 misi yang diberi 

Judul "Jember Baru, Jember Bersatu". Tiga misi ini 

merupakan gambaran berbagai usaha untuk menjamin 

tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat 

Jember. Sebagaimana kita sadari bersama, selama I 0 tahun 

terakhir m1, dengan tetap menghormati hasil-hasil 

pembangunan yang ada, kondisi masyarakat Jember masih 

belum sepenuhnya dapat disentuh pembangunan. Rasa 
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kegotong-royongan di kalangan masyarakat sangat rendah. 

Potensi besar di kalangan masyarakat, pada akhirnya tidak 

dapat dioptimalkan untuk kebutuhan pembangunan. 

Semuanya berjalan sendiri tanpa koordinasi optimal. 

Inilah esensi pembangunan selama lima tahun ke 

depan yang menjadi fokus, yaitu mengupayakan agar peran 

serta masyarakat secara nyata dapat dikonsolidasikan untuk 

memenuhi kebutuhan pembangunan. Masalah-masalah 

pembangunan yang mengemuka, seperti masalah kemiskinan, 

pengangguran, masalah kesehatan, pendidikan dan rendahnya 

indeks pembangunan manusia akan semakin cepat dan mudah 

diatasi dengan kebersamaan dan sinergi. 

Orientasi kerakyatan dalam Jember Bersatu 

menempati porsi yang penting. Sebab kewenangan yang 

diperoleh pemerintah daerah melalui proses Pemilihan 

Kepala daerah haruslah dipertanggungjawabkan sebesar­

besarnya untuk memakmurkan rakyat, khususnya kaum 

dhuafa (miskin) yang selama ini kehidupannya terabaikan. 

Kaum dhuafa m1 adalah mereka yang mengalami 

ketidakberdayaan (powerless) akibat termarginalisasi 

(marginalized), keterampasan (deprivation), serta 

pembungkaman (silencing) dalam proses pembangunan. 
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Secara sosial ekonomi mereka adalah berstatus 

kesejahteraan 40% terendah, sebagaimana kriteria 

pengelompokan yang digunakan dalam Basis Data Terpadu, 

Program Pendataan Perlindungan Sosial (PPLS) tahun 2011. 

Jumlah kaum dhuafa ini mencapai 246.063 Kepala Keluarga. 

Tiga misi "Jember Baru, Jember Bersatu" untuk mewujudkan 

Visi Jember "Jember Bersatu Menuju Terwujudnya 

Masyarakat Makmur, Sejahtera, Berkeadilan dan Mandiri", 

adalah sebagai berikut: 

1. Misi Pertama : 

Melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan 

Publik. 

Misi ini untuk mewujudkan peningkatan tata 

kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good 

governance and clean government), serta profesionalitas 

pelayanan publik. Reformasi Birokrasi adalah prasyarat 

(pre-requisite), untuk tercapainya dan terwujudnya 

proses srnerg1 pembangunan yang mampu 

mengkonsolidasikan segenap potensi masyarakat. 

Budaya paternalistik yang berkembang di masyarakat, 

menuntut pola kepemimpian yang bersih, mengayom1 

dan aspiratif. Kekuatan kepemimpinan inilah yang akan 
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mengakomodasi proses perubahan dan reformasi 

birokrasi secara optimal. 

Pelayanan Publik yang profesional juga penting 

sebagai langkah lanjutan dari keberhasilan reformasi 

birokrasi. Tuntutan masyarakat modem terhadap 

pelayanan publik yang responsif saat ini tidak dapat lagi 

ditawar, apalagi di tengah-tengah dinamika 

pembangunan ekonomi yang sangat luar biasa serta 

persaingan yang ketat antardaerah ataupun antarnegara. 

Pendekatan 'Old Public Administration' dimana 

masyarakat dianggap sebagai klien yang diarahkan 

kebutuhan pelayanannya harus bergeser ke pendekatan 

'New Public Management' dimana masyarakatlah yang 

menentukan kebutuhan pelayanannya sebagai pengguna 

layanan. 

Pemerintab berkewajiban memberikan altematif 

pelayanan yang rasional dan berkualitas. Oleh karena itu 

standarisasi pelayanan perlu diterpakan kesuluruh 

organisasi pelayanan pemerintah. Bahkan pelayanan juga 

bergerak ke arah pendekatan 'New Public Service' 

dimana masyarakat yang termarginalkan terutama kaum 

dhuafa mendapatkan prioritas pelayanan sehingga 

aksesibiltas pelayanan terjangkau oleh mereka. 
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Hal penting dalam mewujudkan misi reformasi 

birokrasi dan pelayanan publik ini adalah upaya untuk 

memperkuat kelembagaan pemerintahan desa dan 

kecamatan. Pemerintahan desa dan kecamatan 

merupakan uiung tombak pelayanan masyarakat. 

Kualitas pemerintahan desa dan kecamatan akan secara 

langsung berimplikasi pada kualitas pelayanan pada 

masyarakat. 

Indikator Kinerja: IKM, Opini BPK, Nilai 

LAKIP/LPPD, Angka Pelanggaran ASN. 

2. Misi Kedua : 

Mewujudkau Pemeuuhan Kebutuhan Dasar 

Masyarakat yang Berkeadilan. 

Misi ini untuk mewujudkan kebutuhan dasar 

masyarakat sebagaimana diamanahkan dalam Undang­

undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah. Kebutuhan dasar itu meliputi kesehatan, 

pendidikan, infrastruktur, dan kesejahteraan sosial serta 

keamanan dan ketertiban di masyarakat. Rancangan 

pembangunan perlu diarahkan untuk mengembangkan 

akses terhadap pemenuhan dasar tersebut secara merata 
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dan berkeadilan. Hal ini juga merupakan upaya untuk 

percepatan program penanggulangan kemiskinan. 

Peningkatan kesalehan sosial masyarakat melalui 

peningkatan kualitas kehidupan beragama, termasuk di 

dalamnya kerukunan antar-umat beragama, sehingga 

dapat tercipta harmoni sosial dalam kehidupan 

masyarakat sehari-hari. Sekaligus merevitalisasi budaya 

dan tradisi yang merupakan kearifan lokal sebagai bagian 

dari upaya membangun karakter bangsa dan harmoni 

sosial, dengan dukungan keamanan dan ketertiban yang 

semakin meningkat, seta penegakan supremasi hukum, 

dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. 

Indikator Kinerja: IPM, Index Gini Ratio, Angka 

kemiskinan, Angka Pengangguran, Angka Harapan 

Hidup, Laju Pertumbuhan Penduduk. 

3. Misi Ketiga 

Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan 

yang Mandiri dan Berdaya Saing, Berbasis 

Agrobisnis/Agro-industri dan lndustrialisasi Secara 

Berkelanj utan. 

Misi m1 untuk mewujudkan peningkatan 

pembangunan ekonomi kerakyatan (ink!usif), sekaligus 
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meningkatkan kemandirian dan kemampuan daya saing, 

terutama berbasis agrobisnis/agroindustri dan 

industrialisasi. Pembangunan ekonomi ini juga harus 

berkelanjutan dalam arti memperhatikan dan menimbang 

aspek eksistensi lingkungan hidup dan keseimbangan. 

Pembanguan ekonomi dan pembangunan secara luas 

juga harus mengacu pada tata ruang. Dalam hal ini perlu 

diwujudkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata 

Ruang dan Wilayah sampai pada perencanaan detailnya 

di level kecamatan. 

Peningkatan aktivitas ekonomi dan kelembagaan 

UMKM dan koperasi, peningkatan produktivitas sektor 

pertanian dan ketahanan pangan, serta percepatan kinerja 

sektor agrobisnis/agroindustri dan industrialisasi, 

peningkatan kontribusi sektor pariwisata, melalui 

pengembangan industri paiwisata yang berdaya samg, 

dan pemeliharaan serta pelestarian seni budaya lokal, dan 

peningkatan kinerja penanaman modal dalam negeri, luar 

negeri, dan investasi daerah. Serta meningkatkan 

ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk 

mengembangkan daya saing ekonomi dan kesejahteraan 

rakyat. 
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Seluruh aktifitas ekonomi diatas harus 

memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Sehingga 

sumber daya alam dan lingkungan yang dimiliki dapat 

terjaga pemanfaatannya dan terhindar dari kerusakan 

lingkungan. Hak-hak warga negara dimasa yang akan 

datang tidak akan dikorbankan oleh kebijakan ekonomi 

yang meruak lingkungan. 

Indikator Kinerja: Angka Pertumbuhan Ekonomi, 

Angka Inflasi, Angka PAD, PDRB, Indeks Kualitas 

Lingkungan Hidup. 

2. Tujuan 

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran 

strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam 

perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang 

selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan rencana kinerja 

pembangunan daerah secara keseluruhan yang mencakup 

strategi, arah kebijakan, kebijakan umum, program dan 

kegiatan prioritas. 

Untuk merealisasikan pelaksanaan misi Pemerintah 

Kabupaten Jember, perlu ditetapkan tujuan pembangunan 

daerah (goal) yang akan dicapai dalam kurun waktu lima 

tahun ke depan.Berikut adalah tujuan pembangunan daerah 
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ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program 

pembangunan Kabupaten Jember secara umum : 

Misi 1 : Melaksanakan Reformasi Birokrasi dan 

Pelayanan Publik, dengan tujuan : 

I. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (good 

governance), dan bersih (clean government), serta 

profesionalitas pelayanan publik dalam rangka 

mewujudkan Jember Kuat dan Bersih lndikator : nilai 

SKM, Nilai Opini BPK, Nilai LAKIP, Nilai LPPD dan 

Persentase SKPD yang telah menerapkan Zona lntegritas 

dan Wilayah Bebas Korupsi. 

2. Memperkuat kelembagaan Desai kelurahan dalam rangka 

meningkatkan keterlibatan dan kesejahteraan masyarakat 

desa/ kelurahan dalam rangka Mewujudkan Jember Kuat 

dan Bersih Indikator : Angka Indeks Desa Membangun 

2. Misi 2 : Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar 

Masyarakat yang Berkeadilan, dengan tujuan : 

I. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam 

Rangka Mewujudkan Jember Sehat. 

Indikator : Angka Usia Harapan Hidup 

2. Meningkatkan pemerataan, perluasan dan mutu terhadap 

akses pendidikan dan menurunnya angka buta huruf 
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secara signifikan dalam rangka mewujudkan Jember 

yang maju dalam ilmu pengetahuan dan teknologi 

(JEMBER MAJU IPTEK) 

Indikator : lndeks Pendidikan 

3. Meningkatkan perluasan lapangan kerja dalam rangka 

mewujudkan Jember Mandiri. 

lndikator : Angka Penganguran 

4. Mempercepat dan memperluas penanggulangan 

kemiskinan dalam rangka Mewujudkan Jember Mandiri 

Indikator : Angka Kemiskinan 

5. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan 

kerukunan antar umat beragama dalam rangka 

mewujudkan Jember yang beriman dan bertakwa 

(JEMBER IMT AK) 

Indikator Jumlah intensitas pertemuan intern umat 

beragama per tahun, Jumlah pertemuan antar um at 

beragama. 

6. Meningkatkan kehidupan masyarakat yang am an dan 

tertib dalam rangka mewujudkan Jember Ku at dan 

Bersih. 

Indikator : Jumlah Konflik Sosial 
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7. Meningkatkan penguatan kearifan lokal (Local Wisdom) 

lndikator : Jumlah budaya dan tradisi lokal yang 

berhasil dibina. 

8. Meningkatkan penegakan supremas1 hukum dan 

penghormatan hak azas1 manusia (HAM) yang 

berkeadilan dalam rangka mewujudkan Jember Kuat dan 

Bersih. 

lndikator : Jumlah pelanggaran hukum dan/atau HAM 

pertahun 

3. Misi 3 Meningkatkan Pembangunan Ekonomi 

Kerakyatan yang Mandiri dan Berdaya Saing, Berbasis 

Agrobisnis/ Agroindustri dan lndustrialisasi Secara 

Berkelanjutan, dengan tujuan : 

I. Meningkatkan pendapatan para pedagang dan UMKM 

serta Koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan 

keluarga dalam rangka mewujudkan Jember Mandiri; 

Indikator : Kontribusi PDRB kategori Perdagangan 

Besar dan Eceran 

2. Mewujudkan kedaulatan pangan dalam rangka 

mewujudkan Jember Mandiri 

.Indikator : Kontribusi PDRB kategori pertanian 

tanaman pangan, perkebunan, petemakan, perikanan, dan 
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kehutanan, Rasio produksi pangan dibanding kebutuhan 

pangan (Padi, Jagung, Kedelai). 

3. Menata dan merevitalisasi industri tembakau dengan 

meningkatkan produktivitas sektor 1m untuk 

meningkatkan kesejahteraan petani dan buruh tembakau 

dalam rangka mewujudkan Jember Mandiri 

lndikator : Kontribusi PDRB Sub Kategori Perkebunan, 

NTP Perkebunan 

4. Meningkatkan potensi sumberdaya kelautan dan 

meningkatkan perlindungan bagi masyarakat pes1s1r 

dalam rangka mewujudkan Jember Mandiri 

lndikator : Kontribusi PDRB Sub Kategori Perikanan 

5. Meningkatkan percepatan kinerja sektor industri dalam 

rangka mewujudkan Jember Mandiri 

lndikator Kontribusi PDRB Kategori Industri 

Pengolahan 

6. Meningkatkan kontibusi sektor pariwisata dalam rangka 

mewujudkan Jember Kota Wisata Utama 

Indikator Kontribusi PAD Sektor Pariwisata, 

Kontribusi PDRB 

7. Meningkatkan kinerja penanaman modal dalam dan luar 

negeri serta investasi daerah dalam rangka mewujudkan 

Jember Mandiri. 
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lndikator : Nilai Investasi 

8. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur 

untuk mengembangkan daya saing ekanami dan 

kesejahteraan rakyat dalam rangka mewujudkan Jember 

Kata Wisata Berbudaya 

Indikator : Status Kelas Bandar Udara, Persentase 

Panjang Jalan Aspal dalam kandisi Baik 

9. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan 

pemeliharaan kelestariannya dalam rangka mewujudkan 

Jember Kata Wisata Berbudaya 

lndikator : Angka Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 

10. Meningkatkan penataan ruang wilayah Ka bu paten yang 

berkelanjutan dalam rangka mewujudkan Jember Kata 

Wisata Berbudaya 

Indikator 

RTRW 

3. Sasaran 

Persentase Pelanggaran terhadap Perda 

Dalam RPKMD Kabupaten Jember tahun 2016 s.d 

2021 terdapat 3 misi dan 20 tujuan. Dalam masing-masing 

tujuan terdapat rincian sasaran sebagai berikut : 
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Misi 1 
Tujuan 1 7 9 sasaran 
Tujuan 2 72 sasaran 

Misi 2 
Tujuan 17 5 sasaran 
Tujuan 2 7 6 sasaran 
Tujuan 3 72 sasaran 
Tujuan 4 7 4 sasaran 
Tujuan 5 7 3 sasaran 
Tujuan 6 72 sasaran 
Tujuan 7 7 2 sasaran 
Tujuan 8 7 3 sasaran 

Misi 3 
Tujuan 1 7 5 sasaran 
Tujuan 2 7 6 sasaran 
Tujuan 3 7 1 sasaran 
Tujuan 4 7 2 sasaran 
Tujuan 5 7 1 sasaran 
Tujuan 6 7 1 sasaran 
Tujuan 7 7 1 sasaran 
Tujuan 8 7 4 sasaran 
Tujuan 9 7 2 sasaran 
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Di antara sasaran tersebut yang menjadi fokus dari sasaran yang 

menjadi tanggung jawab BKPSDM adalah pada misi 1 tujuan ke 1 dan 

sasaran ke 9 yakni : 

"Meningkatkan kesejahteraan pegawai Pemerintah Daerah berbasis 

kinerja disertai dengan upaya efisiensi penggunaan anggaran belanja daerah 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku" dengan indikator : 

1. Persentase ASN yang memperoleh Tunjangan Kinerja 

2. Rasia Belanja tidak langsung terhadap Belanja Langsung 

Saat ini : 62,48% ASN mendapatkan Tukin 

AkhirRPJMD 100% ASN mendapatkan Tukin 

(dicapai pada tahun keempat (Tahun 2020) 

Keterangan 

• ASN yang telah mendapatkan Tukin : Guru, ASN di RSD 

Soebandi, RSD Balung, RSD Kalisat, Puskesmas 

• Pemberian tunjangan kinerja untuk SKPD lain dilaksanakan 

melalui dua tahap, yaitu pemberian tunjangan kinerja pasif 

(TPP) dan pemberian tunjangan kinerja (Tukin) 
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• ANJAB (kompetensi, kinerja dan evaluasi jabatan) - ABK 

(Analisis Behan Kerja ) 

• Assesment 

• Penilaian SKP (Standar Kinerja Pegawai) 

• Peraturan Bupati tentang Tunjangan Kinerja ASN 

4.2.2.2 Gambaran Perencanaan RENSTRA BKPSDM Kabupaten 

Jember Tahun 2016 s.d 2021 

1. Tujuan 

Terdapat 2 (dua) tujuan yang ada dalam RENSTRA 

BKPSDM Kabupaten Jember Tahun 2016 s.d. 2021 yakni 

sebagai berikut : 

1) Meningkatkan Kualitas Penataan dan Kompetensi SDM 

ASN 

lndikator tujuan : Peningkatan Kesejahteraan Pegawai 

(ASN) 

2) Meningkatkan Kualitas Kinerja dan Kesejahteraan ASN 

Indikator tujuan : Peningkatan Pelayanan Kepegawaian 

2. Sasaran 

Terdapat 2 (dua) sasaran yang ada dalam RENSTRA 

BKPSDM Kabupaten Jember Tahun 2016 s.d. 2021 yakni 

sebagai berikut : 
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1. Meningkatkan ASN yang memperoleh Tunjangan Kinerja 

dan Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga 

Honorer. 

lndikator Kinerja Persentase ASN yang memperoleh 

Tunjangan Kinerja 

Target Kinerja Sasaran (Tahun 2017) : 

"62,48% ASN mendapatkan Tukin dan 37,52% ASN 

mendapatkan Tukin Pasif(TPP)" 

2. Pelayanan Kepegawaian Tepat Waktu Tepat Formasi 

Tepat Kompetensi. 

Indikator Kinerja : 

1. Persentase PNS yang telah mengikuti pendidikan 

dan pelatihan struktural (% ): 

Target Kinerja Sasaran (Tahun 2017): 68,52 % 

2. Persentase PNS yang telah mengikuti pendidikan 

dan pelatihan teknis (%) 

Target Kinerja Sasaran (Tahun 2017): 50,75 % 

3. Persentase PNS yang telah mengikuti pendidikan 

dan pelatihan fungsional (%) 

Target Kinerja Sasaran (Tahun 2017): 7,14 % 

4. Persentase CPNS yang telah mengikuti pendidikan 

dan pelatihan Pra Jabatan (%) 

Target Kinerja Sasaran (Tahun 2017) : 0,87 % 
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5. Persentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bi dang 

tugasnya (%) : 

Target Kinerja Sasaran (Tahun 2017) : 84 % 

6. Jumlah aparatur yang memperoleh pembinaan dan 

pengembangan karir yang tepat waktu (orang) 

Target Kinerja Sasaran (Tahun 2017) : 4249 orang 

7. Jumlah pelanggaran disiplin PNS (kasus) 

Target Kinerja Sasaran (Tahun 2017) : 48 kasus 

8. Jumlah Dokumen kepegawaian yang diselesaikan (buah) 

Target Kinerja Sasaran (Tahun 2017): 55.589 buah 

Meningkatkan kualitas dan kapabilitas penyelenggaraan 

pemerintahan daerah 

4.2.2.3 Gambaran Perencanaan RKT BKPSDM Kabupaten Jember 

Tahon 2017 

1) Sasaran: 

1. Meningkatnya Kualitas Penataan dan Kompetensi SOM ASN 

Indikator Kinerja : 

1. Persentase ASN yang Memperoleh Sertifikat Diklat Lebih 

dari 20 Jam ( Kompetensi ) 

2. Persentase Penempatan Sesuai Kompetensi ASN 

( Penataan dari segi Kualitas ) 

3. Persentase Formasi Jabatan yang Terisi ( Penataan dari 

segi Kuantitas ) 
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2. Meningkatnya Kualitas Kinerja & Kesejahteraan ASN 

Indikator Kinerja : Persentase ASN dengan SKP Bernilai 

Baik 

3. Meningkatnya Pelayanan Bidang Kepegawaian 

Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyaratat ASN 

(IKM) 

2) Program: 

Terdapat 10 program dalam Dokumen Rencana 

Kinerja Tahunan pada tahun 2017 yakni sebagai berikut : 

Program Sasaran I : 

1. Program Peningkatan Kompetensi ASN 

Target Tahun 2017: 76,05% 

2. Program Pengembangan & Assesment bagi ASN 

Target Tahun 2017 : 10,33 % 

3. Program Penataan ASN 

Target Tahun 2017 : 86 % 

4. Program Perencanaan,Pengadaan dan Pengembangan 

Aparatur 

Program Sasaran 2 : 

1. Program Pembinaan ASN ( Kinerja & Disiplin ) 

Target Tahun 2017 : 54 kasus 

2. Program Peningkatan Kesejahteraan ASN ( Gap + 

Kesejahteraan ) 
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Target Tahun 2017 : 50 % 

Program Sasaran 3 : 

1. Program Pengembangan Data clan Sistem lnformasi ASN ( 

data) 

Target Tahun 2017 : 4085 kasus 

2. Program Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Gaji Berkala 

Target Tahun 2017 : 90 % 

3. Program Pemberian Penghargaan kepada ASN 

4. Program Pendukung Lainnya 

3) Kegiatan dan Rencana Penganggaran 

Berikut adalah Daftar kegiatan dan Rencana 

Penganggaran yang terdapat dalam dokumen RKT BKPSDM 

Kabupaten Jember tahun 2017 : 

Tabel 4.1 
Program Peningkatan Kompetensi ASN 

INPIKATOR 
INPIKATOR 

PRO<il!AM 
URAIAN KEGIATAN TARGET , AN®ARAN 

(OUTPUI) 
. 

.· 

Persentase Pendidikan & JumlahASN 100 ASN 3.831.631.250 
ASNyang Pelatihan 
Diklat Struktural 
Struktural 

Persentase Pendidikan & Jumlah ASN 500 ASN 1.058.330.000 
ASNyang Pelatihan 
Diklat Fungsional 
Fungsional 
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Persentase Pendidikan & JumlahASN 375 ASN 1.587.762.500 
ASNyang Pelatihan 
Dil<lat Tehnis Tehnis 

Persentase Pendidikan & JumlahASN 400ASN 936.610.000 
ASNyang Pelatihan 
Diklat Prajahatan 
Prajabatan 

Sumber : RKT BKPSDM Kabupaten Jember Th.2017 

Tabel 4.2 
Program Pengembangan & Assesment bagi ASN 

INDIKATOR INDIKATOR 
PROGRAM URAIAN KEGIATAN 

(OUTPUT) 

Persentase Penyelenggaraan Jumlah ASN 

ASN Assemen bagi yang 

yang ...... ASN memperoleh 

rekomendasi 

kompetensi 

jabatan 

Sumber : RKT BKPSDM Kabupaten Jember Th.2017 

.INDIKATPR 
PROGRJ\M 

Tabet 4.3 

Program Penataan ASN 

TARGET 

225 ASN 

Persentase .. Pemindahan Tersclenggaranya Kegiatan 

TugasASN Kegiatan 

Sumber : RKT BKPSDM Kabupaten Jember Th.2017 

ANGGARAN 

539.339.000 

43779.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



125 

Tabel 4.4 
Program Perencanaan, Pengadaan dan Pengembangan Aparatur 

,\Nl.)IKATPR 
JIR.ooRAM 

Persentase. 

Penyusunan 

Rencana 

Kebutuhan 

Seleksi 

Penerimaan 

Calon ASN 

Penyelenggara 
an Ujian Dinas 
dan Ujian 
Kenaikan 
Pangkat 
Penyesuaian 
Ijazah. 

Il'IDJl(ATQR ... 
,.~IAr.AN·•.·.·····.•· 

{QJ]TPUIJ Li!·•···-· 

T ersedianya 

kebutuhan 

pegawai 

Orang 

Presentase Calon OPD 

ASN yang lulus 

seleksi 

Terselenggaranya 
ujian dinas dan 

.. . 
UJlan penyesua1an 
ijazah 

Persen 

Rpl66.440.000 

Rp393.460.000 

Rp253.100.000 

-- . .. -··.L_ _____ _j_ ______ __l_ ___ _J_ ______ ___J 

Sumber: RKT BKPSDM Kabupaten Jember Th.2017 

Tabel 4.5 
Program Pembinaan ASN ( Kinerja & Disiplin ) 

INDIKAl'OR ~·. 
P~()QlW-f 

Persentase Monitoring, Pemeriksaan ASN Rp30.309.000 
kasus Evaluasi dan terhadap ASN 

disiplin Pelaporan yang melakukan 
yang pelanggaran 

tertangani 
disiplin yang 
diselesaikan 

Proses Presentase Persen Rpl63.500.000 
Penanganan kasus 

Kasus pelanggaran 
Pelanggaran disiplin yang 
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Disiplin diselesaikan 

Bimbingan Pemberian Persen Rp378.513.100 
Teknis I sosialisasi 

Sosialisasi peraturan 
Implementasi perundang-

Peraturan undangan untuk 
Kepegawaian meningkatka 

kedisiplinan 
pegawa1 

Sumber : RKT BKPSDM Kabupaten Jember Th.2017 

Tabet 4.6 
Program Peningkatan Kesejahteraan ASN ( Gap + Kesejahteraan ) 

INDIKATOR INDIKATOR 

PROGRAM URAlAN KEGIATAN TARGET ANGGARAN 
(OITTPUT) 

Persentase Pengadaan Ju ml ah 195 unit mesin Rp4.195.000.000 
ASNyang Mesin Absensi Sarana absensi beserta 
Memperoleh beserta pengukur kelengkapannya 
Tunjangan 

kelengkapan nya kinerj a yang dan 
Kinerja 

dan tersedia Pembangunan I 
Pembangunan I Pengembangan 
Pengembangan Sistem Aplikasi 
Sistem Aplikasi Kinerja 
Kinerja 

Penyusunan Tersedianya 1 dokumen 

Analisis Kinerja dokumen 
SKPD dan ASN Penilaian 

Kinerja I 
SKPD dan 
ASN 

Sosialisasi Jumlah ASN 194 Orang Rp60 300.000 

Peraturan Bupati pengelola 
tentang kepegawaian 
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Tunjangan yang 
Kinerja mengetahui 

tentang 

Tunjangan 

Kinerja yang 

up to date 

Evaluasi Jumlah ASN 1 dokumen Rp60.000.000 

Pelaksanaan yang 

Pemberian menjalankan 

Tunjangan penukuran 
Kinerja kinerja ASN 

di unit kerja 

Penyelenggaraan Tersedianya 194 orang Rp37.600.000 

Bimbingan dokumen 

Teknis Tenaga Pelaporan 

Operator Sistem Hasil 

Aplikasi Kinerja Pemberian 

Tunjangan 
Kinerja 

Sumber : RKT BKPSDM Kabupaten Jember Th.2017 

Tabel 4.7 
Program Pengembangan Data dan Sistem Informasi ASN ( data) 

INDIKATOR 
URAIAN INDIKATOR TARGET ANGGARAN 

PROGRAM 

Presentase Penyediaan data base Terselenggaran Per sen Rp588.914.000 

ketersediaan dan penguatan Sistem ya Pengelolaan 

data pegawai Informasi Manajemen Database 

yang valid ASN 

dan up to 

date 

Sumber : RKT BKPSDM Kabupaten Jember Th.2017 
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Tabet 4.8 
Program Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Gaji Berkala 

INDIKATOR URAIAN INDIKATOR TARGET ANGGARAN 
PROGRAM 
Persentase Pemberian KP Terselesaikan 5.265 SK Rp 371.289.000 
Ketepatan danKGB jumlah SK 
Waktu kenaikan pangkat 
Pemberian PNS 

Koordinasi Terselesaikan Kegiatan Rp 80.868.000 

Administrasi jumlahPAK ( 

Kepegawaian Penilaian Angka 

Jabatan Kredit) ASN 

Fungsional 

Sumber : RKT BKPSDM Kabupaten Jember Th.2017 

Tabel 4.9 
Program Pemberian Penghargaan kepada ASN 

INDIKATOR 
URAIAN INDIKATOR TARGET ANGGARAN 

PROGRAM 

Presentase Pemberian KP Pemberian KP 100% Rp26.606.000 
ASN yang Pengabdian dan Pengabdian 
motivasi Pensiun dan 
kinerjanya pemberhentian 
meningkat dengan 

hormat 
sebagai ASN 
dengan hak 
pensmn 

Penganugerahan Pemberian 100% Rp24.560.000 
tanda Tanda 
kehormatan Kehormatan 

I Satyalencana Satyalencana 
Kary a Satya Karya Satya 
kepadaASN oleh 

Pemerintah 

Sumber: RKT BKPSDM Kabupaten Jember Th.2017 
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Tabet 4.10 
Program Pendukung Lainnya 

~ URAIAN ····· :lNDIKA:J(!):R. TAR.&ij]'t ··:Mfoo~·· .· 
.··•··· .· . ..·· .. · ... · .·.· .. ... · .. · .... - ,- --·- ---:>-?.< :-i<HL'/:T;,.f:, <· 

- "" - - " 

Presentase Pelayanan Presentase tingkat Dokurnen Rp 2.657.585.000 

tingkat Adrninistrasi pernenuhan 

pernenuhan Kepegawaian adrninistrasi 

kebutuhan 
pendukung 

dasar 
kegiatan 

operasional 
perkantoran 

SKPD Peningkatan Presentase tingkat Rp 543.600.000 

Sarana dan pernenuhan 

Prasarana kebutuhan dan 

Aparatur 
perneliharaan 
sarana kerja sesuai 
standard daerah 

Peningkatan Presentase tingkat Rp 55.850.000 

Disiplin disiplin aparatur 
Aparatur BKPSDM 

Peningkatan Presentase tertib Rp 59.606.000 

Pengernbangan laporan 
Si stern akuntabilitas 

Pelaporan pernerintah 

Capaian 
Kinerja dan 
Keuangan 

Peningkatan Presentase ASN Rp!9.009.000 

kapasitas BKPSDMyang 

Kinerja termotivasi untuk 

Lernbaga dan rnelaksanakan 

Aparatur prograrn/kegiatan 

Pernerintah 

Surnber : RKT BKPSDM Kabupaten Jernber Th.2017 
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4.2.2 Pelaksanaan Kegiatan 

Pada dasamya terdapat keterkaitan antara dokumen RPJMD , 

RENSTRA serta RKT. RENSTRA tersebut merupakan dokumen 

perencanaan OPD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang tidak dapat 

dipisahkan dari RPJMD. Sesuai amanat Undang-undang 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah telah diamanatkan pula bahwa Renstra 

OPD memuat tujuan, sasaran, strategi program dan kegiatan OPD, serta 

disusun sesuai dengan tugas dan fungsi OPD dengan berpedoman pada 

RPJM Daerah dan bersifat indikatif 

Sedangkan Perencanaan Kinerja Tahunan (RKT ) tersebut 

merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja 

berdasarkan program, kebijakan dan sasaeran yang telah ditetapkan 

dalam rencana strategis. Dalam point ini, penulis akan menggambarkan 

terkait pelaksanaan kegiatan yang berdasarkan perencanaan oleh 

BKPSDM Kab. Jember. 

Berdasarkan pengamatan yang di lakukan penulis, dalam ha! 

pelaksanaan misi RPJMD yang menjadi tanggung jawab BKPSDM 

Kabupaten Jember adalah misi ke I pada yakni "MELAKSANAKAN 

REFORMASI BffiOKRASI DAN PELAYANAN PUBLIK" dengan 

tujuan untuk meningkatkan Tata Ketola Pemerintahan yang Baik (Good 

Governance) , dan Bersih (Clean Governance) Serta Profesionalitas 

Pelayanan Publik. 

43779.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



131 

Agenda yang dilakukan oleh BKPSDM dalam melaksanakan 

m1s1 ini adalah peningkatan kapasitas sarana dan prasarana aparatur. 

Peningkatan tersebut diwujudkan melalui program pengembangan 

sumber daya aparatur Pengembangan sumber daya manusia dimaksudkan 

sebagai sarana dalam meningkatkan kinerja. Berdasarkan hasil 

wawancara kepada narasumber ke 1 pada hari Rabu tanggal 21 

November 2018 di dapatkan data bahwa yakni : 

"Saat ini BKPSDM menggunakan metode off and on dalam 
upaya mengambangkan kinerja aparatur" 

Hal ini sesuai dengan metode yag di jabarkan oleh 

Sedarmayanti (2010, h.182-183) terkait metode pengembangan 

sumber daya Manusia yakni yaitu: 

a. On The Job On the job methode adalah metode pelatihan yang 

dilaksanakan di tempat kerja sebenarnya dan dilaksanakan 

sambil bekerja. 

b. Off the job methode adalah metode pelatihan yang dilakukan 

di luar lingkungan kerja. 

Metode On the job yang dilakukan oleh BKPSDM 

Kabupaten Jember adalah sebagai berikut 

1) Rotasi Jabatan 

Rotasi Jabatan yang dilakukan oleh Kabupaten J ember 

didasarkan atas sistem open bidding atau lelang jabatan. Hal 

ini bertujuan untuk menjaga kredibilitas dan profesionalisme 
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demi mendapatkan pem1mpm yang terbaik. Open bidding 

tersebut dikawal oleh panitia yang berasal dari Setditjen 

Otonomi Daerah pemerintah pusat, kemudian ada dari BKN 

pusat dan provinsi, BKD provinsi, akademisi dari Universitas 

Jember serta Universitas Diponegoro, tentunya tanpa 

melibatkan unsur PNS di dalamnya. 

2) Bimbingan 

Bimbingan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh BKPSDM 

adalah bimbingan yang terkait dengan unsur-unsur 

kepegawaian. Bimbingan tersebut dilaksanakan dengan cara 

peserta harus mengerjakan tugas-tugas dengan bimbingan 

oleh pejabat senior atau ahli. Bimbingan dan penyuluhan 

dianggap efektif karena latihannya diindividualisasikan dan 

peserta berlatih/belajar. Sebagai salah satu contoh bimbingan 

yang menjadi tanggung jawab oleh BKPSDM Kabupaten 

J ember adalah terkait penilaian kinerja ASN. 

Sedangkan metode off the job yang dilakukan oleh 

BKPSDM Kabupaten Jember adalah melalui program Pendidikan 

dan pelatihan ( diklat). Sedarmayanti (20 I 0, h 3 79) menjelaskan 

pengertian pendidikan dan pelatihan PNS adalah: "proses 

transformasi kualitas sumber daya manusia aparatur negara yang 

menyentuh empat dimensi utama yaitu dimensi spiritual, 
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intelektual, mental dan phisikal yang terarah pada perubahan­

perubahan mutu dari keempat dimensi sumber daya manusia 

aparatur negara tersebut". Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 

101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri 

Sipil menyebutkan beberapa jenis diklat antara lain: diklat 

prajabatan (bagi CPNS) dan diklat dalam jabatan ( diklatpim, diklat 

fungsional, diklat teknis). 

Selain program pengembangan sumber daya aparatur, 

program peningkatan kesejahteraan pegawai berbasis kinerja yang 

menjadi tanggung jawab BKPSDM Kabupaten Jember. Kegiatan 

tersebut hingga saat ini hanya dinikmati oleh ASN fungsional 

seperti guru, ASN di RSD dan puskesmas saja. Tugas yang 

dilakukan oleh BKPSDM adalah menentukan besarnya tunjangan 

yang di terima oleh ASN di dasarkan atas beban kerja, kompetensi 

dan kinerja ASN yang bersangkutan. 

Selanjutnya Badan Kepegawaian dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia Kabupaten Jember sebagai Organisasi 

Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyiapkan Rencana 

Strategis sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam jangka 

waktu 5 (lima) tahunan. Kewajiban ini, disamping sebagai bentuk 

implementasi untuk melaksanakan amanat peraturan perundangan 

juga didasarkan atas kebutuhan dalam rangka mewujudkan 
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Kabupaten Jember yang lebih Makmur, Sejahtera , Berkeadilan, 

dan Mandiri. 

Berikut adalah sasaran yang terdapat pada RENSTRA BKPSDM 

Kabupaten Jember tahun 2016 s.d 2021 : 

I. Meningkatkan ASN yang memperoleh Tunjangan Kinerja dan Upaya 

Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Honorer. 

Dalam hal ini BKPSDM Kabupaten menetapkan kebijakan yang 

diambil yakni hal yang menjadi tugas pokok BKPSDM adalah 

menyesuaikan data dan informasi yang akurat untuk mengukur tingkat 

kinerja ASN. Sasaran ini termaktub dalam Program Peningkatan 

Kesejahteraan Aparatur Sipil Negara. 

2. Pelayanan Kepegawaian Tepat Waktu Tepat Formasi Tepat 

Kompetensi. 

Indikator Kinerja : 

I. Persentase PNS yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan 

struktural (%): 

2. Persentase PNS yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan 

teknis (%) 

3. Persentase PNS yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan 

fungsional (%) 

4. Persentase CPNS yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan 

Pra Jabatan (%) 
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Berdasarkan keempat indikator di atas ditetapkan sasaran 

yakni Memprioritaskan pelaksanaan diklat sesuai dengan hasil 

AKD dan termaktub dalam Program peningkatan Kompetensi 

ASN. 

5. Persentase aparatur yang memiliki kompetensi sesua1 bidang 

tugasnya. 

Dalam ha! ini yang menjadi strategi yang ditetapkan 

BKPSDM Kabupaten Jember yakni pendistribusian dan penataan 

pegawai sesuai dengan hasil pemetaan. Kebijakan yang diambill 

adalah Penataan dan pemberdayaan aparatur yang sesuai dengan 

formasi kebutuhan dan kompetensi yang telah ditetapkan melalui 

hasil analisis jabatan dan beban kerja, serta hasil proyeksi 

kebutuhan 5 (lima) tahun. Indikator ini termaktub dalam Program 

Penataan ASN Program Perencanaan, Pengadaan dan 

Pengembangan Aparatur Program Kenaikan Pangkat dan Kenaikan 

Gaji Berkala 

6. Jumlah aparatur yang memperoleh pembinaan dan pengembangan 

karir yang tepat waktu. 

Dalam ha! ini yang menjadi strategi yang ditetapkan 

BKPSDM Kabupaten Jember yakni Memenuhi kebutuhan ASN 

sesuai kompetensi melalui pengadaan ASN , Tugas Belajar, Ikatan 

Dinas, Ijin Belajar, dan Ujian KP PI. Kebijakan yang diambill 
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adalah Melaksanakan pengadaan ASN dan memfasilitasi 

peningktan kompetensi ASN melalui Tu gas Belaj ar, Ikatan Din as, 

Ijin Belajar, dan Ujian KP PL Indikator ini termaktub dalam 

Program Perencanaan, Pengadaan dan Pengembangan Aparatur. 

7. Jumlah pelanggaran disiplin PNS 

Dalam ha! ini yang menjadi strategi yang ditetapkan 

BKPSDM Kabupaten Jember yakni Penigkatan kualitas SDM 

aparatur yang profesional sesuai dengan peraturan kepegawaian 

kode etik perilaku ASN. Kebijakan yang diambill adalah 

Penegakkan peraturan disiplin aparatur , kode etik profesi dan 

perilaku aparatur melalui sidak ke unit kerja. lndikator ini 

termaktub dalam Program Pembinaan ASN. 

8. Jumlah Dokumen kepegawaian yang diselesaikan (buah) 

Dalam ha! ini yang menjadi strategi yang ditetapkan 

BKPSDM Kabupaten Jember Sinkronisasi database antara 

pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan SKPD Pernkab Jember 

melalui pengembangan aplikasi berbasis WEB I Internet. Kebijakan 

yang diambill adalah Sinkronisasi database antara pemerintah 

pusat, pemerintah provinsi, dan SKPD Pemkab Jember dengan data 

sistem maupun pengembangan aplikasi Indikator ini termaktub 

dalam Program Pengembangan Data dan Sistem lnformasi ASN 
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Untuk selanjutnya BKPSDM Kabupaten Jember membuat 
Perencanaan Kinerja Tahunan merupakan proses penetapan 
kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, 
kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana 
strategis. Adapun kegiatan yang tercantum di RKT antara lain 
sebagai berikut : 

1. Program Peningkatan Kompetensi ASN 

Program peningkatan kompetensi ASN tersebut olah BKPSDM 

Kabupaten Jember diwujudkan dengan pelaksanaan pendidikan 

atau pelatihan-pelatihan. Kegiatan ini dikoordinaskan oleh Bidang 

Pendidikan dan Pelatihan. Pagu anggaran ( tahun 2017) yang 

disedikaan adalah sebagai berikut 

Tabel 4.11 
Pagu Anggaran Program Peningkatan Kompetensi ASN 

Program I Kegiatan Pagu An1!!!aran 
2017 

Peningkatan Kompetensi bagi ASN 5.967 .353.000 

Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi ASN 2.850.853.000 

Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi ASN 1.324 075 000 

Pendidikan dan Pelatihan Teknis bagi ASN 1.792.425.000 

Sumber: DPA BKPSDM Kabupaten Jember th.2017 

l. Diklat Struktural bagi ASN 

Diklat yang dilaksanakan berupa Diklat Kepemimpinan Tingkat II , 

III , dan I. Diklat tersebut dilaksanakan untuk mencapai atau 

memenuhi persyaratan kompetensi kepemimpinan sesuai dengan 

jenjang jabatan structural. 
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Hal yang dilakukan pertama kali adalah mendata ASN yang belum 

mengikuti: 

• Diklatpim Tk II = I 0 orang ( eselon II-b) dengan biaya 

masing-masing Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) 

• Diklatpim Tk. III = 49 orang yang terdiri dari 2 pejabat eselon 

III.a dan 47 Pejabat Eselon III.b 

• Diklatpim Tk. IV = 40 I orang yang terdiri dari 223 Pejabat 

Eselon IV. a dan 178 Pejabat Eselon IV. b 

Hal selanjutnya adalah membuat perencanaan terkait penyertaan 

ASN yang akan diikutkan dalam program diklat tersebut yakni : 

Diklatpim Tk II sebanyak 3 ASN Pejabat Eselon II dengan 

anggaran Rp. 90.000.000,-

Diklatpim Tk III sebanyak 40 ASN Pejabat Eselon III dengan 

anggaran Rp. 919.751.000,-

Diklatpim Tk IV sebanyak 80 ASN Pejabat Eselon IV dengan 

anggaran Rp. I. 841. I 02. 000, -

Perencanaan tersebut kemudian dilaporkan kepada Kepala 

BKPSDM dan selanjutnya dilaporkan kepada Bupati untuk 

mendapatkan disposisi. 

2. Diklat Fungsional bagi ASN 

Diklat fungsional dilaksanakan untuk mencapa1 persyaratan 

kompetensi yang disesuaikan dengan jenis dan jenjang fungsional 
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masing-masing_ Program diklat yang dilaksanakan adalah 

menyelenggarakan program diklat dengan pola kemitraan dan 

program penyertaan kepada lembaga diklat terakreditasi_ 

Adapun rincian kebutuhan diklat fungsional yang dibutuhkan 

adalah sebagai berikut : 

L Usulan penyelenggaraan Diklat Fungsional sebanyak 30 

diklat 

2_ Program penyertaan ASN sebanyak 131 orang_ 

Selanjutnya BKPSDM membuat perencanakan untuk dilaksanakan 

di Tahun 2017 adalah sebagai berikut : 

L Diklat Pengawas TK I SD 40 orang dengan anggaran 

sebesar Rp. 183187.500,-

2_ Diklat Pengelolaan Hasil Perkebunan 30 orang dengan 

anggaran sebesarRp. 172.112.500,-

3_ Diklat PPGD = 40 orang dengan anggaran sebesar Rp. 

185.587 500,-

4. Diklat Peningkatan Manajemen Kepala Sekolah = 40 orang 

dengan anggaran sebesar Rp_ 183_ 187_500,-

5_ Penyertaan ASN pada berbagai Diklat FungsionaL 

dengan anggaran sebesar Rp_ 600_000.000,-
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Perencanaan tersebut kemudian dilaporkan kepada Kepala 

BKPSDM dan selanjutnya dilaporkan kepada Bupati untuk 

mendapatkan disposisi. 

3. Diklat Teknis bagi ASN 

Diklat teknis dilaknsakan untuk mencapai persyaratan kompetensi 

teknis ASN dalam rangka pencapaian tugas. 

Diklat yang dilaksanakan adalah dengan menggunakan pola 

kemitraaan dan penyertaan kepada lembaga diklat terakreditasi. 

Berikut adalah rincian kebutuhan diklat teknis sebagai berikut: 

I. Usulan Penyelenggaraan Diklat Teknis sebanyak 190 diklat 

2. Program penyertaan ASN sebanyak 1.396 orang. 

Selanjutnya BKPSDM membuat perencanakan untuk dilaksanakan 

di Tahun 2017 adalah sebagai berikut : 

I. Diklat Manajemen Pelayanan Publik sebanyak = 40 ASN 

dengan anggaran sebesar Rp. 185.912.500,-

2. Diklat Pengadaan Barang dan Jasa = 80 ASN dengan 

anggaran sebesar Rp. 371.025.000,-

3. Diklat Manajemen Kearsipan = 40 ASN dengan anggaran 

sebesarRp. 219.412.500,-

~. Diklat Akreditasi Puskesman = 80 ASN dengan anggaran 

sebesar Rp. 418.375.000,-

5. Diklat Manajemen Obat Puskesmas = 40 ASN dengan 

anggaran sebesar Rp. 183.912.500,-
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6. Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa dengan 

anggaran sebesarRp. 30.187.500,-

7. Penyertaan ASN pada berbagai Diklat Fungsional 

dengan anggaran sebesar 387.600.000,-

Perencanaan tersebut kemudian dilaporkan kepada Kepala 

BKPSDM dan selanjutnya dilaporkan kepada Bupati untuk 

mendapatkan disposisi. 

2. Program Pengembangan & Assesment bagi ASN 

Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan kompetensi jabatan Gob 

level) yang diwujudkan dengan penyertaan Assesment bagi Pejabat 

Eselon III dan lowongan jabatan Gob target) yang diwujudkan 

dengan penyertaan Assesment bagi Pejabat Eselon II 

3. Program Penataan ASN 

Kegiatan ini berupa pemindahan tugas ASN guna mengisi jabatan­

jabatan yang kosong. Jabatan-jabatan tersbut terdiri atas : 

1) Kegiatan pelantikan Struktural 

2) Pengukuhan Guru dan Tugas Tambahan sebagai Kepala 

Sekolah 

3) Seleksi Jabatan Tinggi Pratama 

4) Kegiatan Impassing 
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4. Program Perencanaan. Pengadaan dan Pengembangan Aparatur 

Program ini diwujudkan dengan 3 kegiatan yakni : 

I) Penyelenggaraan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat 

Penyesuaian ljazah. 

Penyelenggaraan ini dilakukan dengan pola kerjasama dengan 

Badan Kepegawaian Negara Regional II 

2) Seleksi Penerimaan Calon ASN 

3) Penyusunan Rencana Kebutuhan 

Kegiatan ini dilakukan dengan menggunakan pemertaan. 

Standar Kebutuhan PNS berdasarkan ABK , PNS yang ada 

pada saat ini (bezzeting) , dan juga kelebihan I kekurangan PNS 

pada setiap unit kerja melalui kegiatan entru ke dalam aplikasi 

E-formasi oleh operator e-Formasi setiap SKPD. Hasil dari 

kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan ASN ini berupa data­

data Peta Jabatan, data Kebutuhan Jumlah dan Susunan Jabatan 

PNS, dan Kelebihan/kekurangan PNS pada setiap Unit Kerja. 

5. Program Peningkatan Kesejahteraan ASN (Gap+ Kesejahteraan) 

Program ini diwujudkan dengan Pengadaan Mesin absensi dan 

kelengkapan, penyusunan analisa penilaian kinerja, sosialisasi, 

bimbingan teknis dan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan. Pagu 

anggaran yang disediakan adalah sebesar Rp. 4.704.600.000,-
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Pengadaan Mesin Absensi beserta kelengkapan nya dan 

Pembangunan I Pengembangan Sistem Aplikasi Kinerja. Pendaaan 

yang disediakan sebesar Rp. 4.195.000.000,- . "kegunaan utama 

mesin absesnsi adalah untuk memantau data kehadiran karyawan 

akan jauh lebih mudah dan cepat dengan menggunakan mesin 

absensi karena megetahui secara pasti dan jelas serta mendata 

kehadiran karyawan sedangkan sistem aplikasi kinerja memiliki 

fungsi untuk menghitung jam kerja karyawan secara otomatis 

karena data kehadiran dan masuk hingga pulang kerja telah terdata 

pada database mesin absensi tersebut. 

Instansi tentunya harus mengetahui lama jam kerja tiap 

karyawan secara jelas dan akurat karena ini mengenai kinerja 

karyawan tersebur di kantor. Penghitungan jam karyawan dengan 

menggunakan sistem informasi atau database akan terotomatisasi 

khususnya yang telah canggih serta terintegrasi dengan mesin 

absensi sehingga menghasilkan output jumlah tunjangan kinerja 

yang didapat seorang PNS perbulannya. 

1. Penyusunan Analisis Kinerja SKPD dan ASN 

Dalam hal ini dimaksudkan untuk mencari formulasi 

yang tepat pada untuk ketepatan indikator kinerja PNS pada 

setiap tahunnya maka dibentuk TIM yang beranggotakan dari 
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SKPD lainnya seperti BKPSDM, BPKAD, BAPPEKAB, 

Inspektorat, Bagian Hukum dan Bagian Organisasi. 

Untuk membantu Tim Penyusunan Kinerja Aparatur 

maka diperlukan juga kerjasama dengan Pihak Ketiga 

(MoU/Kesepakatan Bersama) yang independen mengacu pada 

Kata Surabaya yang sampai sekarang MoU dengan Universitas 

Unair untuk menyempumakan progam tersebut. 

2. Sosialisasi Peraturan Bupati tentang Tunjangan Kinerja 

3. Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Tenaga Operator Sistem 

Aplikasi Kinerja 

4. Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja 

6. Program Pengembangan Data dan Sistem Informasi ASN ( data) 

Sosialisasi tersebut berfungsi sebagai sarana untuk 

memberikan pelatihan, pengetahuan, dan tata cara dalam 

melaksanakan urusan pengelolaan data kepegawaian berbasis 

teknologi. Sosialisasi tersebut penting guna mewujudkan suatu 

aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian yang 

terintegrasi mampu menghasilkan informasi yang bermutu dan 

berkualitas sehingga berdampak pada efektivitas organisasi agar 

dalam pengelolaan database kepegawaian tersebut menjadi efesien, 

efektif dan memiliki keterbukaan informasi yang tinggi. 
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Sosialisasi yang dilakukan oleh BKPSDM Kabupaten 

Jember tidak hanya dengan cara menyampaikan informasi 

penggunaan program SIMPEG dan SAPK, akan tetapi juga 

memberikan beberapa modul yang berkaitan dengan penggunaan 

program SIMPEG dan SAPK tersebut. Sosialisasi ini juga 

berkaitan dengan tahapan dari perkembangan egovernment sebagai 

wujud adanya program SIMPEG ini dan SAPK, pada tahap 

persiapan bahwa sosialisasi menjadi bagian penting dalam ha! 

pengenalan suatu program yang baru dibuat/diciptakan, sosialisasi 

tersebut dapat dilaksanakan baik untuk internal maupun eksternal, 

meskipun sosialisasi SIMPEG dan SAPK ini masih dalam lingkup 

BKPSDM Kabupaten Jember saja yang dapat mengetahui. Akan 

tetapi sosialisasi ini dapat dilaksanakan juga pada instansi lainnya. 

Ada beberapa proses yang juga dilaksanakan oleh 

BKPSDM Kabupaten Jember dalam mewujudkan program ini 

antara lain pengumpulan data, pengolahan data, peremajaan data, 

dan keluaran (hasil), penjelasan tersebut sebagai berikut. 

I. Pengumpulan Data (Input) Aktivitas input meliputi menangkap 

dan menyiapkan data mengenai kejadian atau transaksi untuk 

diproses agar menghasilkan sebuah informasi (Effendi dan 

Rofiq, 2006, h.22-23). 

2. Pengolahan Data (Process) Kegiatan pengolahan data (process) 

merupakan bagian perekaman data (Effendi dan Rofiq, 2006, 
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h.22-23). Pengolahan data seluruh pegawa1 lingkungan 

Kabupaten J ember ini dilakukan setelah pengumpulan data 

seluruh pegawai sudah valid. Kegiatan pengolahan data 

dilakukan oleh operator utama SIMPEG dan SAPK. Hal ini 

dikarenakan hanya operator yang memiliki wewenang untuk 

mengelola seluruh fitur dan data pada database kepegawaian. 

3. Peremajaan data (up-date) Proses peremajaan (up-date) data 

merupakan kegiatan pemutakhiran data, yang berupa 

penambahan data baru atau pembaharuan data-data pegawai ke 

dalam database. Proses peremajaan data dilakukan minimal 

enam bulan sekali atau dua kali dalam setahun sesuai dengan 

adanya periode kenaikan pangkat pegawai serta dapat 

dilakukan secara situasional. 

4. Keluaran/Hasil (Output) Keluaran dari sistem informasi 

kepegawaian merupakan sebuah informasi yang harus lengkap, 

akurat, tepat waktu, dan dapat dipercaya oleh pihak pengguna 

(user). 

7. Program Pembinaan ASN ( Kinerja & Disiplin ) 

Kegiatan ini diwujudkan dengan : 

I) Bimbingan Teknis I Sosialisasi Implementasi Peraturan 

Kepegawaian 

2) Proses Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin 
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Kegiatan ini berupa Penyelesaian kasus-kasus dari pelanggaran 

disiplin yang di dapat dari sidak, laporan Pengaduan, Berita 

Media Cetak dan Elektronik dan mencari data/bukti yang akurat 

dan valid sehingga hukuman disiplin dapat diberikan dengan 

asas keadilan. 

3) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 

Kegiatan ini berupa pemeriksaan (Check) Target Kinerja PNS 

yang dibuat di awal tahun dengan Realisasi Kinerja/ Capaian 

Kinerja pada Akhir Tahun sebelum dilaporkan ke BKN 

Surabaya. 

8. Program Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Gaji Berkala 

Kegiatan ini berupa pemberian Kenaikan pangkat dan Kenaikan 

Gaji Berkala, serta koordinasi administrasi Kepegawaian Jabatan 

Fungsional yang berfungsi untuk menyelesaikan permasalahan 

kepegawaian bagi ASN. 

9. Program Pemberian Penghargaan kepada ASN 

Kegiatan ini berupa pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian dan 

Pensiun serta penganugerahanan Satyalencana Karya Satya kepada 

ASN. 
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10. Program Pendukung Lainnya 

Kegiatan mt diwujudkan dengan pelayanan administrasi 

perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana, kegiatan yang 

mendukung peningkatan disiplin aparatur, peningkatan 

pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan juga 

kegiatan peningkatan kapasitas kinerja Lembaga Aparatur 

Pemerintah. 

4.2.3 Realisasi Kegiatan 

Guna mengetahui terkait realisasi kegiatan yang tercantum 

dalam perencanaan yang telah dibuat, maka selanjutnya penulis 

menganalisis ketercapaian pada masing - masing dokumen perencanaan 

sebagai berikut : 

1) RPThID Tahun 2016 S.D 2021 

Secara umum, kegiatan yang dilaksanakan oleh BKPSDM 

Kabupaten Jember adalah berdasarkan RPThID misi ke I yakni 

Melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik serta 

tujuan ke I yakni Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik 

(good governance) dan bersih (clean governance) serta 

profesionalitas pelayanan publik dalam rangka mewujudkan Jember 

kuat dan Bersih. Hal ini sesuai dengan pernyataan Narasumber ke-1 

pada hari Rabu, 21 November 2018 yakni : 

"Semua program di BKPSDM mengacu pada Misi ke-1" 
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Secara keseluruhan target yang dicapai BKPSDM Kabupaten 

Jember dalam menjalankan RPJMD sampai dengan tahun 2017 

adalah sebesar 62,49 %. (Sumber : LAKIP 2017) 

2) RENSTRA BKPSDM Kabupaten Jember Tahun 2016 s.d 2021 

Tabel 4.12 
Ketercapaian Rencana Strategis BKPSDM Kabupaten Jember 

Tahun 2017 

SASARAN RENSTRA 

Meningkatkan kesejahteran Pegawai 

Pemerintah Daerah berbasis kinerja 

disertai dengan upaya efisiensi 

penggunaan anggaran belanja sesua1 

dengan ketentuan yang berlaku 

Terlaksananya peningkatan kompetensi 

sumberdaya aparatur melalui pendidikan 

dan pelatihan ASN yang berbasis 

kompetensi 

Tersedianya pelayanan administasi dan 

informasi data ASN yang terintegrasi, 

efektif dan efisien dengan berbasis 

teknologi informasi 

TARGET 
(tahun 
2017) 

100% 

100% 

100% 

REALISASI 

35% 

54,29% 

47,72% 
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Menempatkan ASN daerah yang sesuai 

kompetensi, JenJang kepangkatan dan 
100% 54.18% 

kebutuhan organisasi 

Terlaksananya pembinaan ASN Daerah 

melalui penegakan disiplin dan 

sanksi tegas at as 
100% 36% penerapan yang 

pelanggaran displin pegawai 

Terpenuhinya kebutuhan ASN 

berdasarkan kompetensi pendidikan 
100% 22,89% 

formalnya 

Menempatkan ASN daerah yang sesuai 

kompetensi, JenJang kepangkatan dan 
100% 55,5% 

kebutuhan organisasi 

Terlaksananya pemberian penghargaan 

bagi ASN 100% 91,82% 

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan 

pelayanan di bidang kepegawaian 
100% 64% 

Sumber : LAKIP 2017 

3) RKT Tahun 2017 

Realisasi Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) Tahun 2017 akan 

digambarkan pada penulis sajikan pada lampiran tabel 4.13 
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4 .3 Analisis Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh penulis 

terhadap proses perencanaan , pelaksanaan dan realisasi kegiatan, 

selanjutnya penulis akan menganalisis tingkat efektifitas SAKIP di 

BKPSDM. Sebagaimana yang diutarakan oleh Subagyo (2000) yakni 

efektivitas adalah kesesuaian antara output dengan tujuan yang ditetapkan. 

Hal ini sesuai pula dengan pendapat Narasumber III yang penulis temui 

pada hari Selasa, 27 November 2018 yakni: 

"untuk menilai efektifitas penerapan SAKIP ya dengan melihat 
perbandingan target dan realisasinya" 

Efektivitas tersebut diukur dengan menggunakan standar sesuai 

dengan acuan Litbang Depdagri ( 1991) seperti pada tabel 2.1 .Dengan 

menggunakan tabel tersebut selanjutnya penulis akan menganalis target 

dan capaian kinerja yang didapatkan oleh BKPSDM Kabupaten Jember 

tahun 2017. Adapun hasil analisis terhadap capaian kinerja BKPSDM 

Kabupaten Jember, penulis sajikan pada lampiran table 4.14. 
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Berdasarkan data di atas terdapat 8 program yang berdasarkan 

tingkat capaiannya dianggap tidak efektif adalah sebagai berikut • 

1. Program Peningkatan Kesejahteraan ASN 

Program peningkatan kesejahteraan ASN dengan realisasi 35 % 

berjalan tidak efektif. Berdasarkan hasil wawancara dengan Narasumber 

ke 2 pada hari Senin 26 November 2018 didapatkan data sebagai berikut • 

" Tidak efektifnya program ini diakibatkan oleh 3 ha! yakni 

1. Belum terealisirnya pengadaan software aplikasi pemberian 
Tunjangan kinerja sehingga belum bisa dipergunakan untuk uji 
coba pelaksanaan tukin 

2. Belum terealisirnya perangkat keras dan lunak terkait pemberian 
TUKIN sehingga belum ada materi final untuk disosialisaikan 
kepada PNS dilingkungan Pemkab Jember 

3. Belum terealisirnya perangkat keras dan lunak terkait pemberian 
TUKTN sehingga belum bisa memberikan bimtek bagi operator 
sistem aplikasi kinerja PNS dilingkungan Pemkab Jember" 

2. Program Peningkatan Kompetensi ASN 

Program Peningkatan Kompetensi ASN dengan realisasi 33% 

berjalan tidak efektif. Berdasarkan hasil wawancara dengan Narasumber 

ke 2 pada hari Senin 26 November 2018 didapatkan data sebagai berikut • 

"program ini tidak efektif karena banyak ASN yang tidak 
terinventarisir untuk mengikut diklat tersebut, disamping itu 
beberapa pendanaan di arahkan untuk program lain, sehingga 
program ini tidak berjalan efektif' 
Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan 

dan pelatihan seringkali tidak diarahkan pada analisis kebutuhan 

organisasi/unit kerja. Kondisi ini menyebabkan tidak optimalnya output 

atau outcome dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi 

peningkatan kinerja pegawai maupun organisasinya. Sementara itu, dalam 
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pengembangan karier pegawai juga tidak jarang tanpa mendasarkan pada 

profesionalisme (merit system), akan tetapi lebih kepada senioritas atau 

pertimbangan-pertimbangan lainnya. Hal-ha! semacam ini pada akhirnya 

menyebabkan pembinaan atau pengembangan pegawa1, khususnya 

Pegawai Negeri Sipil, menjadi tidak maksimal 

3. Perencanaan , Pengadaan dan Pengembangan Aparatur 

Perencanaan , Pengadaan dan Pengembangan Aparatur dengan 

realisasi 22,89% berjalan tidak efektif Berdasarkan hasil wawancara 

dengan Narasumber ke 2 pada hari Senin 26 November 2018 didapatkan 

data sebagai berikut : 

"Tidak efektifnya program ini dikarenakan adanya pengalihan 
anggaran untuk kegiatan lain yang memiliki tingkat urgensitas 
yang lebih tinggi " 

4. Pengembangan Data dan Sistem Informasi ASN 

Program pengembangan Data dan Sisten Informasi dengan 

realisasi 47,72% berjalan tidak efektif Berdasarkan hasil wawancara 

dengan Narasumber ke 2 pada hari Senin 26 November 2018 didapatkan 

data sebagai berikut : 

"Tidak efektifnya program ini dikarenakan sedikitnya SDM 
pengelola data kepegawaian ini" 

Permasalahan operasional yang terjadi pada umumnya adalah 

kemampuan sumber daya manusia, sumber daya manusia yang 
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disediakan dan mampu menyelenggarakan program ini tersebut tidak 

banyak, hingga dapat menimbulkan keterlambatan dalam pengumpulan 

data hingga mengeluarkan hasil data. Meskipun program ini 

menggunakan teknologi sebagai medianya, akan tetapi sumber daya 

manusia yang mengoperasionalkannya harus memahami mekaniseme 

pelaksanaan dari program ini 

Permasalahan teknis operasional yang terjadi pada program 

pengembangan sistem informasi ASN yang dalam hat ini SIMPEG dan 

SAPK di BKPSDM Kabupaten Jember menjadi satu pekerjaan rumah 

bagi pihak yang bertanggung jawab dengan pengoperasionalan program 

ini untuk memperbaiki permasalahan operasional yang terjadi, karena 

program SIMPEG dan SAPK tersebut akan tidak berkembang dengan 

baik jika masalah tersebut tidak dapat diselesaikan dengan cepat. Pada 

penelitian di BKPSDM Kabupaten Jember, tidak hanya permasalahan 

sumber daya manusia sebagai media pelaksana, akan tetapi juga 

permasalahan pada sarana dan prasarana pendukung program SIMPEG. 

Penggunaan hardware yang berkualitas rendah dan diisi oleh data-data 

yang berat akan menyebabkan kerusakan pada server. 

5. Penataan ASN 

Program Penataan ASN dengan realisasi 54, I 8 %. termasuk 

dalam program yang tidak efektif berjalan. Berdasarkan hasil wawancara 
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dengan Narasumber ke 2 pada hari Senin 26 November 2018 didapatkan 

data sebagai berikut : 

"Rendahnya realisiasi program ini disebabkan keterbatasan waktu 
pelaksanaan seleksi jabatan tinggi pratama sebagai akibat 
keterlambatan penetapan Perubahan APBD 2017" 

6. Pembinaan ASN 

Program Pembinaan ASN dengan realisasi 36 % merupakan 

program yang tidak efektif Berdasarkan hasil wawancara dengan 

Narasumber ke 2 pada hari Senin 26 November 2018 didapatkan data 

sebagai berikut : 

"Kurangnya efektifnya pelaksanaan kegiatan ini dikarenakan 
keterlambaran penetapan Perubahan APBD, sehingga beberapa 
kegiatan menjadi terhambat" 

7. Kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala 

Program Kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala dengan 

realisasi 55,5 % merupakan program yang tidak efektif Berdasarkan hasil 

wawancara dengan Narasumber ke 2 pada hari Senin 26 November 2018 

didapatkan data sebagai berikut : 

"kurang efektifnya program ini dikarenakan keterlambatan 
informasi kepada ASN untuk mengurus kenaikan pangkat dan 
gaji berkala, sehingga penyerapan anggaran terhadap program 
ini menjadi tidak maksimal" 

Menurut pendapat penulis, penyampaian informasi kepada 

pegawai menyebabkan sering terjadi keterlambatan menyerahkan syarat-

syarat yang diperlukan untuk kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala 
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juga menyebabkan tertundanya pembuatan dokumen pengajuan Kenaikan 

pangkat dan kenaikan gaji berkala , selain itu sulitnya mencari data 

pegawai dan kurangnya karyawan, untuk itu diperlukan suatu sistem 

peringatan dini yang efisien dan efektif Dapat dibayangkan betapa kurang 

efektif dan efesiennya penyampaian informasi kenaikan pangkat dan gaji 

berkala jika dilakukan satu persatu dan berulangulang, ha! ini akan 

menghabiskan waktu pekerjaan di bagian kepegawaian dalam 

menyelesaikan kegiatan pencanan data kenaikan pangkat dan KGB 

(Kenaikan Gaji Berkala) kemungkinan kesalahan dan keterlambatan dapat 

terjadi yang bisa menyebabkan kerugian bagi pegawai mau pun instansi itu 

sendiri. 

8. Peningkatan kapasitas Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah 

Peningkatan kapasitas Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah 

dengan realisasi 31 % merupakan program yang tidak efektif 

Berdasarkan basil wawancara dengan Narasumber ke 2 pada hari Senin 26 

November 2018 didapatkan data sebagai berikut: 

"Program ini tidak efektif dikarenakan keterlambatan penetapan 
Perda tentang Perubahan RPJMD 2016-2021 sehingga 
penyusunan Perubahan Renstra BKPSDM belum bisa direalisir." 
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Pada dasarnya Keberhasilan organisasi dapat diukur dengan 

konsep efektivitas (Richard M. Steers, 1995: 16). Yang dimaksud 

efektivitas adalah sesuatu yang menunjukkan tingkatan keberhasilan 

kegiatan manajemen di dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan 

sebelumnya (Komaruddin Sastradipoera, 1989: 126). Berdasarkan lebih 

banyaknya kegiatan yang tidak berjalan dengan efektif, menunjukkan 

bahwa Efektifitas pada AKIP di BKPSDM Kabupaten Jember tersebut 

sangatlah kurang. Sesuai pengamatan yang dilakukan penulis, ditemukan 

adanya ketidaksesuaian antara target yang ingin dicapai dengan 

realisasinya, sehingga diperlukan evaluasi untuk dapat mengetahui batas 

toleransi terhadap ketidaksesuaian yang terjadi. 

Berdasarkan wawancara terhadap Narasumber I pada hari 

Selasa, 21 November 2018 didapatkan data yakni : 

"Yang menyebabkan rendahnya realisasi kegiatan adalah 
rendahnya perencanaan, SDM nya rendah, Komitmen untuk 
mencapai tujuan rendah dan terkadang ada yang 
penganggaran yang mendadak sedangkan SDM kita ya 
seperti ini." 

Hal ini sesuai pula dengan pernyataan wawancara terhadap 

Narasumber III selaku penilai dari SA.KIP BKPSDM Kabupaten Jember 

pada hari Selasa, 27 November 2018 yakni : 

"Penilaian SAKIP BKPSDM Kabupaten Jember menjadi 
buruk karena serapan anggarannya lemah dan m1 
menunjukkan program yang direncanakan tidak berjalan 
maksimaL" 
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Kemudian penulis menginventarisis permasalahan yang dan 

dikaitkan dengan yang kondisi yang ada maka penulis membagi 

menjadi 3 sub bab yakni sebagai berikut: 

I. Buruknya Perencanaan 

Buruknya perencanaan menjadi salah satu hal yang 

mengambil andil dalam permasalahan ketidak efektifan berjalannya 

kegiatan tersebut. Salah satu hal yang mengakibatkan buruknya 

perencanaan adalah rendahnya kualitas evaluasi internal terhadap 

komponen pelaporan kinerja menjadi salah satu penyebab rendahnya 

realisasi terhadap perencanaan yang dilakukan oleh BKPSDM 

Kabupaten Jember. 

Menurut Mulyadi (2002) Internal audit ialah pelaksana 

audit/auditor yang menjalankan tugas di dalam perusahaan untuk 

mengetahui sejauh manma prosedur dan kebijakan yang telah 

dibentuk sebelumnya dipatuhi menetapkan apakah pengelolaan akan 

aset organisasi/perusahaan sudah dilaksanakan dengan baik, 

mentapkan seberapa efektif dan efisien dari prosedur kegiatan 

organisasi/perusahaan serta menilai keefektivitasan informasi yang 

diproduksi yang diproduksi oleh tiap unit di dalam 

organisasi/perusahaan. 
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Hal mt sesuai dengan hasil wawancara dengan 

Narasumber III pada hari Selasa, 27 November 2018 yakni: 

"Evaluasi internal dalam perencanaan BKPSDM tahun 
sebelumnya belum dijadikan sarana perbaikan untuk perencanaan 
mendatang, sehingga tidak kaget jika ditahun berikutnya banyak 
kegiatan dalam perencanaan yang berjalan tidak efektif juga " 

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan penulis di 

dapatkan data bahwa evaluasi yang dilakukan oleh BKPSDM 

Kabupaten Jember hanya terfokus pada realisasi anggaran atas 

pelaksanaan program/kegiatan yang telah dilakukan, oleh 

karenanya penilaian atas kualitas evaluasi internal sangat terbatas. 

Evaluasi internal belum mampu menilai keberhasilan atau 

kegagalan suatu program/kegiatan dan belum mampu memberikan 

rekomendasi terkait perbaikan perencanaan kinerja yang dapat 

dilaksanakan. Selain itu hasil dari evaluasi internal yang dilakukan 

oleh BKPSDM Kabupaten Jember belum dapat dimanfaatkan 

secara optimal untuk memperbaiki perencanaan dan kinerja. Dan 

tidak ada rencana aksi yang dievaluasi untuk ditindaklanjuti dalam 

bentuk langkah-langkah nyata. 

Dengan kondisi tersebut maka Inspektorat Kabupaten 

Jember memberikan peringkat D (Sangat Kurang) yang artinya 

perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang mendasar 

terhadap penilaian hasil evaluasi internal yang dilakukan oleh 

BKPSDM Kabupaten Jember. 
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Pada dasarnya perencanaan anggaran belanja harus di 

rencanakan sesuai dengan kebutuhan instansi, setelah itu harus 

diusahakan sesuai dengan realisasinya karena apabila terjadi selisih 

akan terlihat pada saat dievaluasi. Lemahnya perencanaan anggaran 

pada akhimya akan memunculkan kemungkinan underfinancing 

atau overfinancing yang kesemuanya mempengaruhi tingkat 

efisiensi dan efektifitas unit kerja pemerintah. Anggaran sebagai 

alat untuk melaksanakan strategi organisasi harus dipersiapkan 

sebaik-baiknya agar tidak terjadi bisa atau ketidaksesuaian 

(Mardiasmo, 2002). Laporan Realisasi Anggaran menyajikan 

ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi 

yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan 

perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode 

pelaporan. 

2.Kemampuan SDM yang Terbatas 

Kualitas Sumber daya manusia adalah kemampuan sumber 

daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang 

diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan 

pengalaman yang cukup memadai.(Widodo, 2001 dalam Kharis, 

2010). Menurut Wiley (2002) dalam Azhar (2007) mendefinisikan 

bahwa "Sumber Daya Manusia merupakan pilar penyangga utama 

sekaligus penggerak roda organisasi dalam mewujudkan visi dan 
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misi serta tujuan dari organisasi tersebut". Sumber Daya Manusia 

merupakan elemen organisasi yang sangat penting, oleh karna itu 

harus dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia di 

lakukan sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi 

secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. 

Inilah yang menjadi salah satu faktor yang menyebabkan 

ketidakefektifan AK.IP di BKPSDM Kabupaten Jember. 

Berdasarkan penelitian yang pemah penulis lakukan, Selain itu 

terkait kualitas SDM juga menjadi salah satu permasalahan yang 

ada di BKPSDM Kabupaten ]ember, di mana jumlah pegawai yang 

memiliki kemampuan yang cukup dalam menggunakan computer 

sangatlah terbatas, khususnya pada Bidang Formasi , Pengadaan 

Dan Data Pegawai, jumlah pegawai yang hanya 9 orang di rasa 

sangat kurang, di karenakan saat ini Kabupaten Jember mulai 

berbenah menjadi Kabupaten yang menerapkan Smart City, maka 

di harapkan seluruh data terinput secara keseluruhan dalam sistem 

computer. Dari 9 orang tersebut hanya 4 orang yang paham 

terhadap TIK. Berbeda pada periode RPJMD sebelumnya, dari 12 

orang, ada 8 orang yang ahli dalam bidang TIK. Tentunya ini 

menjadi sebuah permasalahan yang di hadapi BKPSDM Kabupaten 

Jember yang memiliki SDM Terbatas pada Bidang ini. Idealnya 

pada bidang ini di tempati sekitar 15 orang yang ahli dalam bidang 

computer. Tentunya ini menjadi salah satu permasalahan mengapa 
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banyak data yang belum terinput secara keseluruhan disertai update 

data pegawai di Kabupaten Jember secara terkini. 

Selain itu permasalahan kurangnya jumlah personil juga 

mendukung ketidakefektifan ini, berdasarkan hasil pengamatan 

yang dilakukan oleh penulis pada BKPSDM Kabupaten Jember 

didapatkan data bahwa jumlah ASN di setiap bidangnya yang 

sangat terbatas. Berikut adalah data pegawai yang ada di BKPSDM 

Kabupaten Jember pada Tahun 2017 

Tabel 4.15 
Jumlah ASN Perbidang BKPSDM Kabupaten Jember Tahun 2017 

No BID ANG 
Jumlah Pegawai 

Tahun 2017 
( periode RPJMD 
2006 s.d. 2021) 

I BIDANG SEKRETARIAT 6 

2 BIDANG FORMASI , PENGADAAN DAN 9 
DATAPEGAWAI 

~ BID ANG MUT ASI PEGA WAI 7 .) 

4 BIDANG DIKLAT DAN 8 
PENGEMBANGAN SDM 

5 BIDANG PEMBINAAN DAN 7 
KESEJAHTERAAN PEGA WAI 

Sumber : Profil BKPSDM Kabupaten Jember Tahun 2017. 

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah ASN yang 

sangat terbatas untuk melaksanakan tugas di BKPSDM yang 

menaungi jumlah PNS yang sangatlah banyak yakni sekitar 12500 
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ASN yang ada di Kabupaten Jember. Berbeda dengan periode 

RPJMD 2011s.d2015 dimanajumlah PNS yang ada cukup banyak 

dan dinilai ideal untuk menjalankan tupoksi BKPSDM . 

Tabel 4.16 
Jumlah ASN Perbidang BKPSDM Kabupaten Jember Tahun 2011s.d2015 

No BID ANG 201 
1 

2012 2013 2014 2015 

l BID ANG 10 10 10 10 10 
SEKRETARIAT 

BIDANG FORMASI 14 12 12 12 12 
2 ,PENGADAAN 

DANDATA 
PEGAWAI 

3 BID ANG MUT ASI 10 10 10 10 10 
PEGAWAI 

BIDANG DIKLAT 10 9 9 9 9 
4 DAN 

PENGEMBANGAN 
SDM 
BIDANG 9 9 9 9 9 

5 PEMBINAAN DAN 
KESEJAHTERAAN 
PEGAWAI 

Sumber: Profil BKPSDM Periode RPJMD 2011 s.d 2015 

Dari data di atas nampak bahwa tidak adanya penambahan 

jumlah pegawai, justru jumlahnya malah di biarkan terbatas. Maka 

tak ayal beberapa bidang menjadi kekurangan pegawai apalagi 

mengingat ada beberapa pegawai yang juga akan memasuki masa 

pensiun di tahun 2018. Apabila tidak dilakukan penambahan 

personil lagi maka pada Tahun 2018 dimungkinkan ketercapaian 

target perencanaan akan semakin menurun dari tahun 2017. 
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Selain itu permasalahan selanjutnya adalah kekosongan 

pejabat di beberapa bidang, sedangkan ASN yang harus dilayani 

sangatlah banyak. Dalam hal ini kapasitas dan kemampuan Sumber 

Daya Manusia (SDM) akan mempengaruhi terhadap keterandalan 

dan ketepatwaktuan laporan yang dibuat, seperti halnya LAKIP 

sebagai perwujudan dari SAKIP dan laporan lainnya. Berdasarkan 

hasil wawancara dengan Narasumber ke I pada tanggal 21 

November 2018 didapatkan data bahwa: 

Tentunya kinerja menjadi terhambat, apalagi 
dengan adanya solusi pengunaan pejabat pelaksana tugas, 
masih saya rasa kurang efektif karena Pit itu tidak 
memiliki kewenangan seperti pejabat definitifnya, dan 
tentunya memiliki double job sehingga sungguh tidak akan 
maksimal untuk mereka dalam melaksanakan tupoksi. Jadi 
jangan kaget jika pada bidang yang mereka tempati, target 
kinerja cukup rendah apabila dibandingkan dengan bidang 
lainnya. 

Berikut adalah beberapa jabatan yang kosong dan telah 

diisi oleh Pit pada BKPSDM Kabupaten Jember Tahun 2107 : 

Tabel 4.17 
b Data Kekosongan dan PLT Jabatan Pada BKPSDM Ka uoaten Jember 

NAMABIDANG 
KE TERAN GAN TINDAK 

PENSIUN MUTASI LAN JUT 

SEKRETARIS BADAN 
Memberikan 

" PLT 
KEP ALA BIDANG FOR,.\1ASI, 
PENGADAAN DAN DATA -
PEGAWAI " 
KEP ALA BIDANG MUT ASI 

-
PEGAWAl 

" 
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Memberikan 
PLT 

Dari tabel di atas nampak bahwa beberapa bidang 

memiliki kekosongan jabatan, sehingga maka tak ayal bahwa 

ketercapaian sasaran pada bidang ini dirasa cukup rendah pada 

tahun 2017. Berbeda halnya dengan tahun- tahun sebelumnya -

pada periode RPJMD tahun 2010 s.d 2015 di mana pada tahun ini 

hampir semua jabatan terisi dan tidak menggunakan sistem Pit akan 

tetapi memutasi secara resmi pegawai yang ditunjuk untuk 

menggantikan pejabat sebelumnya secara definitif. 

Pada dasarnya sesua1 legitimasi sesuat peraturan 

perundang-undangan, pejabat pengganti tersebut memangku 

jabatan tetapi tidak memiliki kewenangan dan kekuasaan dalam 

jabatan definitifnya. Artinya pejabat pengganti tidak memiliki 

kewenangan dalam mengambil keputusan ataupun membuat 

kebijakan. Pelaksana tugas hanya melaksanakan tugas hanya 

menjalankan tugas-tugas yang melekat pada jabatan yang di Pit kan 

tersebut. 

Tentunya mereka tidak akan dapat memaksimalkan peran, 

tugas dan fungsi dari jabatan mereka. Persoalan ini tentunya akan 

mengakibatkan tidak berfungsinya suatu sistem apabila jabatan 
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yang di embannya tersebut memiliki peran yang sangat penting. 

Suatu peran akan dikatakan efektif apabila tidak ada tekanan 

ataupun halangan dalam melaksanakan kewajibannya bagi 

pelaksananya. Oleh karena itu persoalan pejabat pelaksana hanya 

tidak memiliki kewenangan sebagai pejabat definitifnya sehingga 

untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif 

harus dibuat suatu ketentuan bahwa tidak harus mengangkat pejabat 

pelaksana tu gas (pit) akan tetapi mengangkat secara langsung 

pejabat lain untuk mengisi kekosongan jabatan tanpa harus 

memberikan jabatan pengganti. 

Oleh karennya Bupati dalam ha! ini sudah seharusnya 

menunjuk pejabat barn atau mengangkat penabat lain guna 

menggantikan posisi yang kosong tersebut karena ditinggalkan baik 

akibat mutasi maupun pensiun guna terlaksananya kegiatan yang 

efektif, atau bahkan jika tidak diganti, maka diperlukan adanya 

peraturan tentang jaminan kepada pemangku jabatan sementara 

(pit) agar dapat menjalankan tugas dan fungsi dari jabatan yang di 

Pit kan, sehingga pelakasanaan kegiatan yang ada di BKPSDM 

Kabupaten Jember tidak terhambat. 

Dari pernyataan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa 

penempatan SDM yang berkualitas pada BKPSDM Kabupaten 

Jember sangat mendukung terwujudnya efektifitas penerapan 

SAK.JP yang ada. Karena kesalahan dan tidak tepatnya dalam 
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penganggaran maka akan berdampak tidak tercapainya yang 

diharapkan. Begitu JUga dalam ha! pelaksanaan dan 

pengawasannya. SDM yang berkualitas dan kompeten sangat 

dibutuhkan. Terkadang PAGU definitif keluar secara dadakan 

sehingga mengakibatkan koordinasi antara pihak perencanaan 

dengan pihak yang terkait menjadi kurang efektif sehingga 

mengakibatkan usulan program kurang terakomodir dengan baik. 

Oleh karena itu dibutuhkan tim yang handal dan dapat bekerja 

secara cepat dan tepat. Disaat inilah dibutuhkan adanya SDM yang 

berkualitas. 

3. Kurangnya Komitmen Pencapaian Tujuan 

Menurut Mathis and Jackson dalam Sopiah (2008: 1 SS) 

memberikan definisi "Organizational Commitment is the degree to 

which employees believe in and accept organizational goals and 

desire to remain with the organization (komitmen organisasional 

adalah derajat yang mana karyawan percaya dan menerima tujuan­

tujuan organisasi dan akan tetap tinggal atau tidak akan 

meninggalkan organisasi) ... Dari pengertian tersebut jelas bahwa 

komitmen seorang karyawan sangat dibutuhkan dalam organisasi. 

Pada dasarnya karyawan yang memiliki komitmen tinggi terhadap 

organisasinya akan melakukan pekerjaan secara optimal dan lebih 
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bertanggung jawab sehingga dengan komitmen tersebut karyawan 

dapat membantu memperlancar organisasi mencapai tujuannya. 

Dalam hal ini Komitmen yang dimiliki BKPSDM 

Kabupaten Jember guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan 

masih belum optimal. Salah satu penyebabnya adalah karena masih 

kurangnya komunikasi dan koordinasi dari masing-masing bidang 

secara intensif sehingga permasalahan bisa timbul karena tidak 

adanya komitmen bersama yang tercipta dengan baik. Dalam hal ini 

penulis mengamati interaksi antar bidang hanya sebatas rekan kerja, 

di mana antar satu bidang dan bidang lain tidak saling mengerti apa 

yang dikerjakannya bidang lainnya dan dirasa terkesan sembunyi­

sembunyi terhadap informasi yang ada dalam bidangnya. 

Selain itu yang menyebabkan rendahnya komitmen 

pencapaian tujuan pada BKPSDM Kabupaten Jember adalah 

lingkungan kerja yang tidak mendukung. Dalam hal ini lingkungan 

kerja yang dimaksud adalah lingkungan fisik. Kondisi bangunan 

yang merupakan bangunan lama tanpa adanya perbenahan juga 

didukung dengan ruangan yang sempit mengakibatkan 

ketidaknyamanan bagi para karyawannya. 

Pada dasarnya Lingkungan yang nyaman merupakan salah 

satu tanggung jawab manajemendalam memfasilitasi karyawannya. 

Oleh karena itu dalam perencanaan tempat kerja harus 
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mempertimbangkan kenyamanan pegawai. Haggins (2011) juga 

menegaskan bahwa lingkungan kerja memainkan peran penting 

dalam mempengamhi komitmen organisasi. Sejalan dengan 

Haggins, Giffords (2009) berpendapat bahwa lingkungan kerja 

mempakan salah satu kontributor utama pembentuk komitmen 

organisasi. 

Komitmen ini juga di dukung dengan kurangnya 

penghargaan yang diberikan kepada pegawai. Penghargaan adalah 

kompensasi yang diterima karyawan tidak hanya dalam bentuk 

tunai melainkan dapat bempa tempat kerja yang nyaman, hubungan 

kerja yang positif, adanya keikutsertaan dalam pengambilan 

kebijakan, adanya rasa tertantang dalam berprestasi, dan adanya 

peluang untuk berkembang. 

Dalam ha! ini, BPKSDM Kabupaten Jember, khususnya 

dalam ha! pengambilan kebiijakan kurang melibatkan pegawainya. 

Hal ini dibuktikan dengan hanya sebagian saja dari pegawai 

BKPSDM yang mengerti terkait apa kabijakan yang diambil 

atasannya sehingga pegawai yang lainnya ada yang tidak mengerti. 

Kurangnya pengarahan yang mencakup selumh pegawai yang ada 

di BKPSDM menjadi salah satu penyebab utama dari permasalahan 

di atas. Maka tak ayal jika komitmen yang terbangun sangatlah 

rendah. 
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BABV 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkaan temuan-temuan dari hasil penelitian efektifitas 

pelaksanaan AKIP di BKPSDM Kabupaten Jember maka dapat disimpulkan 

bahwa penerapan SAKIP di BKPSDM Kabupaten Jember tidak berjalan 

efektif ditinjau dari segi perencanaan, pelaksanaan dan realisasi kegiatan. 

Diantara 14 program terdapat 8 program atau sekitar 57% yang tidak efektif 

dilakukan, hal itu di dasarkan atas tidak tercapainya realisasi kegiatan bila 

dibandingkan dengan target yang hendak dicapai. 

Bila dikaji dari segi perencanaan, secara umum perencanaan 

BKPSDM Kabupaten Jember sudah saling berkaitan satu sama lain, dimana 

nampak ketersesuaian antara Visi, Misi, Sasaran dan Tujuan dari RPJMD 

Kabupaten Jember (tahun 2016 - 2021) dengan RENSTRA ( Tahun 2016 -

2021) dan RKT ( Tahun 2017 )yang di susun oleh BKPSDM Kabupaten 

Jember di mana secara keseluruhan menggunakan Misi ke-1 dalam RPJMD 

yakni "Melaksanakan Reformasi Birokrasi Dan Pelayanan Publik". 

Dari segi pelaksanaan, keseluruhan sudah sesuai dengan petunjuk 

kegiatan dan standard-standardnya. Khusus dari segi realisasi akan nampak 

bahwa hampir lebih dari 50% kegiatan tidak berjalan efektif ( 8 dari 14 

Program). Mayoritas permasalahan diakibatkan karena terkait pendanaan dan 

kebijakan yang dirasa kurang cepat untuk diambil sehingga menyebabkan 

anggaran belum terserap sepenuhnya. 
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Dalam hal mt, peneliti menginventarisir 3 penyebab yang 

mengakibatkan tidak efektifnya berjalannya program yang ada yakni: 

I. Buruknya perencanaan yang diakibatkan salah satunya dikarenakan 

rendahnya kualitas evaluasi internal terhadap komponen pelaporan 

kinerja, dimana Evaluasi yang dilakukan oleh BKPSDM Kabupaten 

Jember hanya terfokus pada realisasi anggaran atas pelaksanaan 

program/kegiatan yang telah dilakukan dan belum mampu menilai 

keberhasilan atau kegagalan suatu program/kegiatan dan belum mampu 

memberikan rekomendasi terkait perbaikan perencanaan kinerja yang 

dapat dilaksanakan. 

2. Rendahnya kualitas SDM. 

Berdasarkan penelitian yang pernah penulis lakukan, BKPSDM 

Kabupaten Jember memiliki jumlah SDM yang terbatas jumlahnya 

khususnya yang dapat mengoperasikan komputer, dan selain itu jumlah 

ASN di setiap bidangnya sangatlah kurang, apalagi terdapat 

kekosongan pejabat di beberapa bidang, sedangkan ASN yang harus 

dilayani sangatlah banyak. 

3. Kurangnya Komitmen Pencapaian Tujuan 

Komitmen semua pihak untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan 

masih belum optimal. Salah satu penyebabnya adalah karena masih 

kurangnya komunikasi dan koordinasi 
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5.2 Rekomendasi 

Terhadap permasalahan yang telah di uraikan di atas, maka penulis 

merekomendasikan kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia Kabupaten Jember beserta jajarannya agar : 

1. Melakukan reviu secara berkala terhadap Rencana Strategis, Rencana 

Kinerja Tahunan untuk memastikan bahwa rencana yang ditetapkan masih 

relevan dengan kondisi terkini; 

2. Mengembangkan kualitas ASN BKPSDM Kabupaten Jember melalui 

pelatihan guna peningkatan kemampuan dibidang TIK 

3. Melakukan evaluasi internal atas pelaksanaan program/kegiatan yang telah 

dilakukan untuk mengetahui kemajuan pencapaian kinerja beserta 

hambatannya, tidak sekedar terlaksananya kegiatan dan semata-mata untuk 

menyerap anggaran saJa. 

4. Dibutuhkan adanya data kinerja yang memadai, dapat diperbandingkan 

serta menguraikan evaluasi dan analisa capaian kinerja atas terjadinya 

perbedaan antara target dan realisasi, sehingga dapat digunakan untuk 

mengevaluasi akuntabilitas kinerja organisasi, perbaikan antara target dan 

realisasi, sehingga dapat digunakan untuk mengevaluasi akuntabilitas 

kinerja organ1sas1, perbaikan perencanaan, peningkatan dan penilaian 

kinerja dan mampu dijadikan dasar untuk menilai dan menyimpulkan 

kinerja serta menetapkan penghargaan dan sanksi. 
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Lampiran I 

VISI 

MISI I 

Tabet 4.13 

TUJUAN 

Meningkatkan tata 
kelo\a 

pemerintahan 
yang baik (good 
governance) dan 

bersih (clean 
governance) serta 

profesionalitas 
pelayanan publik 

da\am rangka 
1newujudkan 

Jember kuat dan 
Bersih. 

REALISASI REN CAN A KEGIAT AN T AHUNAN (RKT) BKPSDM KABUP ATEN JEMBER (T AHUN 2017) 

JEMBER BERSATU MENUJU MASY ARAKAT MAKMUR, SEJAHTERA ,BERKEADILAN, DAN MANDIRI 

MELAKSANAKAN REFORMASI BIROKRASI DAN PELAY ANAN PUBLIK 

Realisasi RKT Th. 2017 
TARGET 

INDIKA (tahun I REALISASI 

SA SARAN I SAS ARAN 
I 

PROG 
I 

TOR 
No 

KEGIATA INDJKATO 2017) 
RENSTRA RAM OUT CO N ROUTPUT 

ME KJNERJA RP KINE I 
RJA 

meningkatkan Meningkatkan Program Presentase 
kesejahateraan kesejahteran Peningka ASN yang 100°/o Rp4.507 .J00.000 35°/o 

pegawai Pegawai Pemerintah tan memperole 
Pemerintah Daerah berbasis Kesejahte h l Pengadaan Jumlah Sarana 195 unit Rp4. l 95.000.000 160 

Oaerah berbasis kinerja disertai raan Tunjangan Mesin Absensi pengukur mesin absensi lJNIT 
kinerja disertai dengan upaya ASN Kinerja beserta kinerja yang beserta (82o/o) 
dengan upaya efisiensi kelengkapan tersedia kelengkapann 

efisiensi penggunaan nya dan yadan 
pengunaan anggaran belanja Pembangunan Pembangunan 

anggaran belanja sesuai dengan I I 
daerah sesuai ketentuan yang Pengembanga Pengembanga 

dengan ketentuan berlaku n Sistem n Sistem 
yang berlaku Aplikasi Aplikasi 

Kinerja Kinerja 
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RP 

Rp 
J.510.891.050 

Rp 
3.451.203.500 
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Penyusunan Tersedianya 11 dokumen I Rp60.300.000 
I 

98% I Rp 
Analisis dokumen 59.687.550 

2 I Kinerja S KPD Penilaian 
dan ASN Kinerja SKPD 

dan ASN 

Sosialisasi Jumlah ASN 1194 Orang I Rp60.000.000 
I 

Oo/o 
I 6~Pooo ooo Peraturan pengelola 

Bupati tentang kepegawaian 
Tunjangan yang 

3 I Kinerja mengetahui 
tentang 
Tunjangan 
Kinerja yang up 
to date 

Evaluasi Jumlah ASN 11 dokumen I Rp37.600.000 
I 

0% 
I 3~600.000 Pelaksanaan yang 

Pemberian menja[ankan 
4 I Tunjangan penukuran 

Kinerja kinerja ASN di 
unit kerja 

1194 orang I Rpl92.000.000 
I I 1~iooo ooo 

Penyelenggara Tersedianya 0% 

an Bimbingan dokumen 
Teknis Tenaga Pelaporan Hasil 

5 l Operator Pemberian 
Si stem Tunjangan 
Aplikasi Kinerja 
Kinerja 

Terlaksananya Peningka Presentase 

I peningkatan tan ASN yang 100°/o Rp6.107.653.000 JJO/o Rp 

kompetensi Kompete meningkat 
2.018.799.456 

sumberdaya aparatur nsi ASN kompetensi Diklat Struktural bagi Peserta 123 ASN Rp2.850.853.000 50 
melalui pendidikan nya ASN tel ah ASN 
dan pelatihan ASN l mengikut I Rp 

yang berbasis i diklat 
l.158.883.333 

kompetensi struktural 

Diklat Teknis bagi Peserta 170 ASN Rpl.492.425.000 53 

ASN telah ASN I Rp 2 I mengikut 
i diklat 

465.285.441 

teknis 
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Diklat Fungsional I Pe,.rta 330 ASN Rpl.736.375.000 75 
bagi ASN tel ah ASN 

3 I 
mengikut I Rp 
idiklat 394.630.682 
fungsiona 
I 

Pengemb 
angan 

100°/o I Rpl.098.000.000 I 
75,59 

I 
Rp 

Asses me % 830.000.000 
nt bagi 
ASN pengemban I ] Penye!C-nggaraan I Jumlah 225 ASN I Rpl.098.000.000 

I 
170 I Rp 

gan diklat Assemen bagi ASN ASN ASN 830.000.000 
yang 
mempero 
leh 
reko1nen 
dasi 
kompeten 
si jabatan 

~~· I I I 2~tos9.150 Tersedianya Peng~mb Presentase 
pelayanan angan ketersediaa 

administasi dan Data dan 11 data 
inforn1asi data ASN Si stem pegawai 
~ I Rp588.914.000 

47,72 
yang terintegrasi, Informasi yang valid 100°/o 

% 
efektif dan efisien ASN dan up to 
dengan berbasis date 

teknologi informasi 
"''''''''''''''" 

Penyediaan data base Presentas 100%1 Rp588.914.000 47,72 Rp 
dan penguatan e ter up % 281.059.150 
Sistem Informasi to 
Manajemen ASN datenya 

data 
kepegaw 
aian di 
SIM PEG 

Menempatkan ASN I Penataan I Pre,.ntase 

I I I daerah yang sesuai ASN ASN 100°/o Rpl.153.159.000 
54,18 Rp 

kompetensi, jenjang bekerja % 528.413.675 
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kepangkatan dan 

I 
I sosuai pemindahan tugas Tersedian 1100~10 I Rpl.153.159.000 

I 
54,18 I Rp 

kebutuhan dengan ASN ya sidang % 528.413.675 

organisasi kon1petensi Baperjak 
dan formasi atdan 

pelantika 
n& 
terselesai 
kannya 
jumlah 
SK 
pemindah 
an ASN 

T erlaksananya Pembinaa Presentase 
pembinaan ASN nASN tingkat 100°/o Rp~72.J22.100 36°/o 

Rp 

Daerah 1nelalui kedisiplina 207.427.530 

penegakan disiplin nASN 
IOOo/o Rp30.309.000 40°/o Rp 

dan penerapan Pemkab 
sanksi yang tcgas Jember 

aan 12.123.600 

atas pelanggaran 
terhadap 

displin pegawai 
ASN 
yang 
melakuka 
n 
pelanggar 
an 
disiplin 
yang 
diselesaik 
an 

Proses Penanganan I Presentas 100% Rpl63.l00.000 50%1 Rp 
Kasus Pelanggaran e kasus 81.750.000 

Disiplin pelanggar 
an 

2 I I disiplin 
yang 
diselesaik 
an 
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Bimbingan T eknis I ~emberia I 1 OOo/o I Rp378.513.100 I 
30o/o I Rp 

Sosialisasi 113.553.930 
Implementasi sosialisas 
Peraturan i 
Kepegawaian peraturan 

perundan 
g-
undangan 

3 I I untuk 
meningka 
tka 
kedisiplin 
an 

terpenuhinya Perencan Presentase 
kebutuhan ASN aan, pemenuhan • 100% I Rp813.000.000 I 

22,89 
I 

Rp 

berdasarkan Pengadaa kebutuhan % 186.107 ,800 

kompetensi n dan ASN sesuai 
pendidikan Pengemb kompetensi Penyusunan Rencana Tersedian 100% I Rpl66.440.000 I 

89,33 I Rp 
forntalnya angan dan formasi Kebutuhan ya % 148.674.750 

Aparatur 1 kebutuha 
n 
pegawai 

Seleksi Penerimaan I Presentas 1100% I Rp393.460.000 l 9,51% I Rp 
Calon ASN e Caton 37.433.050 

ASN 
2 I I yang 

lulus 
seleksi 
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Menempatkan ASN Kenaikan Presentase 
daerah yang st:suai pangk.at ASN 
kompetensi. jenjang clan memperole 
kepangkatan dan kenaikan h reward 
kebutuhan gaji sesuai 
organisasi berkala kinerjanya 

Terlaksananya I Pcoll'am I Pce•entase 
pcmberian ~emberia ASN yang 
penghargaan bagi 1notivasi 

3 

Penye\enggaraan 
Ujian Dinas dan 
Ujian Kenaikan 
Pangkat Penyesuaian 
Ijazah. 

Terseleng ! IOOOAi 
garanya 
ujian 
dinas dan 
ujian 
penyesua 
ian ijazah 

~ 100°/o 

I 
! Pemberian KP dan 

KGB 
I i:elesa I '00% 

jumlah 
SK 
kenaikan 
pangkat 
PNS 

Koordinasi Terselesa lOOo/o 
Administrasi ikan 
Kepegawaian Jabatan jumlah 

2 I 
Fungsional PAK ( 

Penilaian 
Angka 
Kredit) 
ASN 

- 100°/o 

183 

Rp253. IOO.OOO 

I Rp4.521.570.000 

---1 Rp371.289.000 

Rp80.868.000 

I Rp51.166.000 

Oo/o 

1 55,5% 1 

Rp 
253.100.000 

Rp 
282.75.3.875 

I 
66,48 I Rp 

% 246.846.625 

44,40 Rp 
% Jl.907.250 

I 
91,82 

I 
Rp 

% 46.982.700 
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ASN ! Pengharg kinerjanya Pemberian KP Pemberia ) l OOo/o I Rp26.606.000 
I 

93,98 I Rp 
aan meningkat Pengabdian clan n KP % 2H03.700 
Kepada Pensiun Pengabdi 
ASN andan 

pemberhe 
ntian 
dengan 
hormat 
sebagai 
ASN 
dengan 
hak 
1ensiun 

Penganugerahan Pemberia 100% Rp24.l60.000 89,49 Rp 
tanda kehormatan n Tanda % 21.979.000 
Satyalencana Karya Kehorma 
Satya kepada ASN tan 

Satyalenc 
ana 

2 I I Karya 
Satya 
oleh 
Pemerint 
ah 

Meningkatnya Pelayana Presentase 
kualitas n tingkat 

~ I I 
79,13 

I 
Rp 

penyelenggaraan Administ pemenuhan 100°/o Rp2.657.585.000 
% 2.102.907.964 

pelayanan di bidang rasi administras 
kepegawaian Perkantor ; 

an pendukung PreseOtas I 300 lembar 
I 

Rp7l0.000 
I 

100% 
I 

Rp 

kegiatan I 
Penyediaan jasa surat e tingkat 7l0.000 

perkantoran menyurat pemenuh 
an 

1'2ill.1lan I 
Rp769.2l0.000 

I 
57,97 

I 
Rp kebutuha 

Penyediaanjasa I n d.,., 
% 461.l90.200 

2 
I komunikasi. operasion 

sumberdaya air dan al SKPD 
listrik 
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3 
Penyediaanjasa 12 bulan Rpl0.400.000 92,59 Rp 

kebersihan kantor % 92.955.850 

Penyediaan alat tulis 
4 paket Rp63.000.000 98,41 Rp 

4 kantor 
% 62.000.000 

Penyediaan barang 4 paket Rp27.000.000 95,29 Rp 

5 cetakan dan 
% 25.729.500 

penggandaan 

Penyediaan 4 paket Rp3 .000 .000 71,60 Rp 

6 
kontponen insta lasi % 2.148.000 

listrik I penerangaan 
ban~ nan kantor 

Penyediaan peralatan 4 paket Rp404.865.000 77,44 Rp 

7 dan perlengkapan % 313.516.880 

k.antor 

Penyediaan bahan 12 bulan Rp9.900.000 80,76 Rp 

8 
bacaan dan % 7.995.000 

peratauran 
perundang-undangan 

9 
Penyediaan makanan 12 bulan Rp91.750.000 75,43 Rp 

dan minuman % 69.204.000 

Rapat rapat 4 paket Rp765.000.000 97,5o/o Rp 

10 
koordinasi dan 

745.842.134 

konsultasi keluar 
daerah 

Rapat rap at 4 paket Rpl5.000.000 74,63 Rp 

II 
koordinasi, % 11.195.000 

konsultasi dalam 
daerah 

4 paket Rp20.000.000 69°/o Rp 

12 
Penyediaan peratan 13.756.400 

dan bahan kebersihan 

Penunjang 4 paket Rp360.670.000 82% Rp 

13 
administrasi dan 296.225.000 

operasional n1tin I 
kantor kedinasan 

185 

43779.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



Peningka Presentase 
100°/o Rp543.600.000 79°/o Rp 

tan tingkat 212.394.400 
Sarana pemenuhan Pemeliharaan Rutin I 
dan kebutuhan t Berk.ala gedung 12 bulan Rp90.000.000 98%1 

Rp 

Prasarana dan kantor 
88.038.000 

Aparatur pemelihara Pemeliharaan Rutin I 
an sarana 

2 Berk.ala Mobil ~;~~iiha I 12 bulan I Rp39.100.000 I 56% I 2~p798.800 kerja sesuai Jahatan raan 
standard 

Pemeliharaan Rutin I sarana 
daerah 

dan I 12 bulan I Rp89.500.000 I 251110 I 2~~707.600 3 Berk.ala Kendaraan 
Dinas I 0 erasional prasarana 

Pemeliharaan Rutin I sesuai 

Berk.ala Alat kantor, 
standard 
daerah Rp 

4 Alat Rumah Tangga, 12 bulan Rpl25.000.000 64% 
Komputer, dll. 79.850.000 

Peningka Presentase 
100°/o Rp55.850.000 57°/o 

Rp 
tan tingkat 32.029.000 
Disiplin disiplin Penyelenggaraan 
Aparatur aparatur Peringatan dan 

BKPSDM Upacara Hari-hari 
J 12bulan I Rp55.850.000 I I Rp Besar Nasional 57% 

32.029.000 

Peningka Presentase 
tan tertib - - -- I I 

74,03 
I 

Rp 
Pengemb laporan lOOG/o Rp59.606.000 

% 44.124.500 
angan akuntabilita 
Sistem s 

Penyusunan Laporan 
Pelapora pemerintah 

Capaian kinerja & e tertib I 24 bendel I Rp!3.243.000 I I Rp n I lOOo/o 
Capaian ikhtisar Realisasi laporan 13.243.000 

Kineria SKPD akuntabil 
Kinerja 

itas 
dan 

2 
Penyusunan RKA 

pemerint 50 bendel Rp!8.040.000 
46.21 Rp 

Keuanga dan RAPBD SKPD % 8.335.500 
ah 

n 
Pen)'USunan DPA 49.42 Rp 

3 
SKPD 

30 bendel Rpl 1.124.000 % 5.497.000 
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Peningka Presentase 
tan ASN 

kapasitas BKPSDM 
Kinerja yang 

Umbaga termotivasi 
dan untuk 

Aparatur n1elaksanak 
Pemerint an 

ah program/ke 
giatan 

Sumber : LAKIP 20 l 7 

Penyusunan Renstra, 
RKPD dan dokumen 
perencanaan lainnya 
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Lampiran II 

ANALISIS CAPAIAN KINERJABKPSDMKABUPATEN JEMBER(Tahun 2017) 

Tabel: 4.15 
CAP AIAN KINERJA BKPSDM KABUP ATEN JEMBER 

TARGET (tahun 2017) REALISASI 
PROGRAM KINERJ TINGKAT 

A 
RP KINERJA RP 

CAPAIAN 
Program 
Peningkatan 

Rp Rp 
SANGAT 

Kesej ahteraa 100% 35% TIDAK 
nASN 4.507.300.000 3.510.891050 

EFEKTIF 

Peningkatan SANGAT 
Kompetensi 100% 

Rp 
33% 

Rp 
TIDAK 

ASN 6.107.653.000 2 018 799456 
EFEKTIF 

Pengembang 
an Assesment 

100% 
Rp 

75,59% 
Rp CUKUP 

bagi ASN 1.098.000.000 830.000.000 EFEKTIF 

Peng em bang 
an Data dan 

Rp Rp TIDAK Si stem 100% 47,72% 
Informasi 

588.914.000 281059.150 EFEKTIF 

ASN 

Penataan 
100% 

Rp 
54,18% 

Rp TIDAK 
ASN 1.153.159.000 528413.675 EFEKTIF 

Pembinaan Rp 
SANGAT 

100% Rp572.322.100 36% TIDAK 
ASN 515.844.375 

EFEKTIF 

Perencanaan , 
Pengadaan 

Rp Rp 
SANGAT 

dan 100% 22,89% TIDAK 
Pengembang 813.000.000 186.107.800 

EFEKTIF 
an Aparatur 

Kenaikan 
pangkat dan 

Rp Rp TIDAK kenaikan gaj i 100% 55,5% 
berkala 4.521570.000 282. 753 .875 EFEKTIF 
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Program 
Pemberian 
Penghargaan 100% 

Rp 
91,82% 

Rp SANGAT 

KepadaASN 51.166.000 46.982.700 EFEKTIF 

Pelayanan 
Administrasi Rp Rp CUKUP 
Perkantoran 100% 

2.657.585.000 
79,13% 

2.102.907.964 EFEKTIF 

Peningkatan 
Sarana dan 
Prasarana 100% 

Rp 
79% 

Rp CUKUP 

Aparatur 543.600.000 212.394.400 EFEKTIF 

Peningkatan 
Disiplin 100% 

Rp 
81% 

Rp SANGAT 

Aparatur 55.850.000 45.238.500 EFEKTIF 

Peningkatan 
Pengembang 
an Sistem 

Rp Rp CUKUP 
Pelaporan 100% 74,03% 
Capaian 

59.606.000 44.124.500 EFEKTIF 

Kinerja dan 
Keuangan 
Peningkatan 
kapasitas 
Kinerja 

100% 
Rp 

31% 
Rp TIDAK 

Lembaga dan 19.009.000 5.884.500 EFEKTIF 
Aparatur 
Pemerintah 

Sumber: LAKIP 2017 
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Lampiran III 

PEMANDUWAWANCARA 

EFEKTIFITAS PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA 

INSTANSI PEMERINTAH PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN 

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (BKPSDM) 

KABUPATEN JEMBER 

I. STANDARD 

I. Bagaimana keterkaitan antara program yang dilaksanakan BKPSDM 

dengan RPJMD Kabupaten Jember? 

2. Bagaimana cara untuk mengamati akuntabilitas suatu instansi ? 

3. Bagaimanakah menurut Bapak selaku penilai dari SAKIP dalam 

menentukan efektif tidaknya penerapan SAKIP ? 

4. Apa yang menyebabkan perencanaan yang dibuat BKPSDM Kabupaten 

Jember buruk ? 

5. Bagaimanakah dampak adanya kekosogan jabatan di beberapa bidang di 

BKPDSM Kabupaten Jember ? 

11. PELAKSANAAN 

I. Bagaimana upaya Pengembangan BKPSDM Kabupaten Jember dalam 

mengembangkan kinerja ASN ? 

III. REALISASI KEGIA TAN 

I. Apa yang menyebabkankan rendahnya realisasi kegiatan yang 

dilaksanakan di BKPSDM Kabupaten Jember ? 
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2. Apa yang menyebabkan Program Peningkatan kapasitas Kinerja Lembaga 

dan Aparatur Pemerintah tidak efektif? 

3. Apa yang menyebabkankan rendahnya realisasi kegiatan yang 

dilaksanakan di BKPSDM Kabupaten Jember ? 

4. Apa yang menyebabkan Program Peningkatan Kesejahteraan ASN tidak 

efektif? 

5. Apa yang menyebabkan Program Program Peningkatan Kompetensi ASN 

tidak efektif? 

6. Apa yang menyebabkan Program Perencanaan , Pengadaan dan 

Pengembangan Aparatur tidak efektif? 

7. Apa yang menyebabkan Program Pengembangan Data dan Sistem 

Informasi ASN tidak efektif? 

8. Apa yang menyebabkan Program Penataan ASN idak efektif? 

9. Apa yang menyebabkan Program Kenaikan pangkat dan kenaikan gaji 

berkalatidak efektif? 

IO. Apa yang menyebabkan Program Pembinaan ASN tidak efektif? 
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Lampiran IV 

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA 

Hari I tanggal : Rabu I 21 November 2018 

Cara Pengumpulan Data : Wawancara Mendalam 

Subyek Penelitian I Inisial : 01 /RA 

Tempat Ruang Kepala 

Karakteristik Narasumber Pimpinan 

Keterangan : P = Pewawancara, N = Narasumber 

ISi \\'AW AN CARA 

Apa yang menyebabkankan rendahnya realisasi kegiatan yang 
p 

N 

dilaksanakan di BKPSDM Kabupaten Jember ? 

Yang menyebabkan rendahnya rea/isasi kegiatan adalah 

rendahnya perencanaan, SDM nya rendah, Komitmen untuk 

mencapai tujuan rendah dan terkadang ada yang penganggaran 

yang mendadak sedangkan SDM kita ya seperli ini 

P Bagaimana keterkaitan antara program yang dilaksanakan 

BKPSDM dengan RPJMD Kabupaten Jember ? 

N 

p 

N 

Semua program di BKPSDM mengacu pada Misi ke-1" 

Bagaimana upaya Pengembangan BKPSDM Kabupaten )ember 
dalam mengembangkan kinerja ASN ? 

Saal ini BKPSDM menggunakan metode off and on dalam upaya 
mengambangkan kinerja aparatur. 
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p 
Bagaimanakah dampak adanya kekosogan jabatan di beberapa 
bidang di BKPDSM Kabupaten Jember ? 

N Tentunya kinerja menjadi terhambat, apalagi dengan adanya 
so/usi pengunaan pejabat pelaksana tugas, masih scrya rasa 
kurang efektif karena Pit itu tidak memiliki kewenangan seperti 
pejabat definitifnya, dan tentunya memiliki double job sehingga 
sungguh tidak akan maksimal untuk mereka dalam melaksanakan 
tupoksi. Jadi jangan kaget jika pada bidang yang mereka 
tempati, target kinerja cukup rendah apabila dibandingkan 
dengan bidang /ainnya. 
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TRANSKRIP HASIL WA WANCARA 

Hari I tanggal • Rabu I 14 November 2018 

Cara Pengumpulan Data • Wawancara Mendalam 

Subyek Penelitian I Inisial • 02 /WS 

Tempat Ruang Sub Bidang 

Karakteristik Narasumber Pimpinan 

Keterangan • P = Pewawancara, N = Narasumber 

ISi WAWANCARA 

P Bagaimana cara untuk mengamati akuntabilitas suatu instansi ? 

N Sa/ah satu ha/ yang menjadi poin penting untuk mengamati 
tingkat akuntabilitas masing-masing /embaga!OPD adalah 
dengan me/ihat ketersesuaian antara dokumen perencanaan yang 
dimiliki. RP JMD ha111s tertuang dalam Renstra, Renstra ha111s 
tertuang dalam Renja, Renja ha111s relevan dengan RKT. 

P Apa yang menyebabkan Program Peningkatan Kesejahteraan ASN 

tidak efektif? 

N Tidak efektifnya program ini diakibatkan o/eh 3 ha/ yakni: 
dipergunakan untuk uji coba pelaksanaan tukin 

I. Be/um terea/isirnya pengadaan software aplikasi 

2. #lJh/tllriflNeaTill#}tylgqiJerdtiglliti ke<NZhirlf!ga littBJlimterlistJ 
pemberian TUKIN sehingga be/um ada materi final untuk 
disosialisaikan kepada PNS dilingkungan Pemkab .!ember 

3. Be/um terea/isirnya perangkat keras dan /unak terkait 
pemberian TUKIN sehingga be/um bisa memberikan 
bimtek bagi operator sistem aplikasi kinerja PNS 
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dilingkungan Pemkab Jember" 

P Apa yang menyebabkan Program Program Peningkatan 

Kompetensi ASN tidak efektif? 

N Program ini tidak efektif karena banyak ASN yang tidak 
terinventarisir untuk mengikut diktat tersebut, disamping itu 
beberapa pendanaan di arahkan untuk program lain, sehingga 
program ini tidak berjalan efektif. 

P Apa yang menyebabkan Program Perencanaan , Pengadaan dan 

Pengembangan Aparatur tidak efektif? 

N Tidak efektifnya program ini dikarenakan adanya pengalihan 
anggaran untuk kegiatan lain yang memiliki tingkat urgensitas 
yang lebih tinggi. 

P Apa yang menyebabkan Program Pengembangan Data dan Sistem 
Informasi ASN tidak efektif? 

N Tidak efektifaya program ini dikarenakan sedikimya SDM 
pengelola data kepegawaian ini 

P Apa yang menyebabkan Program Penataan ASN idak efektif? 

N Rendahnya rea/isiasi program ini disebabkan keterbatasan waktu 
pelaksanaan se/eksi jabatan tinggi pratama sebagai akibat 
keterlambatan penetapan Pernbahan APED 2017 

P Apa yang menyebabkan Program Pembinaan ASN tidak efektif? 

N Kurangnya efektifnya pelaksanaan kegiatan ini dikarenakan 
keterlambaran penetapan Pernbahan APED, sehingga beberapa 
kegiatan menjadi terhambat 

P Apa yang menyebabkan Program Kenaikan pangkat dan kenaikan 
gaji berkala tidak efektif? 

N kurang efektifaya program ini dikarenakan keter/ambatan 
inf ormasi kepada ASN untuk mengurns kenaikan pangkat dan gaji 
berkala, sehingga penyerapan anggaran terhadap program ini 
menjadi tidak maksimal 
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P Apa yang menyebabkan Program Peningkatan kapasitas Kinerja 
Lembaga dan Aparatur Pemerintah tidak efektif? 

N Program ini tidak efektif dikarenakan keterlambatan penetapan 
Perda tentang Perubahan RP.!MD 2016-2021 sehingga 
penyusunan Perubahan Renstra BKPSDM be/um bisa direalisir" 
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TRANSKRIP HASIL WA WANCARA 

Hari I tanggal : Selasa I 27 November 2018 

Cara Pengumpulan Data : Wawancara Mendalam 

Subyek Penelitian I Inisial : 03 IS 

Tempat : Ruang Staf 

Karakteristik Narasumber : Staf 

Keterangan : P = Pewawancara, N = Narasumber 

p 

N 

ISIWAWANCARA 

Bagaimanakah menurut Bapak selaku penilai dari SAKIP dalam 

menentukan efektif tidaknya penerapan SAKIP ? 

Untuk meni/ai efektijitas penerapan SAKIP ya dengan me/ihat 

perbandingan target dan realisasinya 

P Apa yang menyebabkankan buruknya penilaian SAKIP BKPSDM 
Kabupaten Jember? 

N "Penilaian SAKIP BKPSDM Kabupaten Jember menjadi buruk 
karena serapan anggarannya lemah dan ini menunjukkan program 
yang direncanakan tidak berjalan maksimal." 

p 

N 

Apa yang menyebabkan perencanaan yang dibuat BKPSDM 
Kabupaten Jember buruk ? 

Evaluasi internal dalam perencanaan BKPSDM tahun sebelumnya 
belum dijadikan sarana perbaikan untuk perencanaan mendatang, 
sehingga tidak kaget jika ditahun berikutnya banyak kegiatan 
dalam perencanaan yang berjalan tidak efektif juga. 
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Lampiran 5 

Dokumentasi Kegiatan 

1. Wawancara dengan Kepala BKPSDM Kabupaten Jember 

2. Wawancara dengan Kepala Sub Bagian Perencanaan dan 

Pela po ran 

3. Wawancara dengan Pejabat Pcnilai SAK.IP (Tim lnspektorat 
Kabupaten Jember) 
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